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ABSTRAK

Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan
Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Beraun

Shanty Erna Kabatieh
Universitas Terbuka
kabatiah1977@gmail.com

Pelayanan publik merupakan amanat utama yang harus dijalankan oleh pemerintah
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pelayanan publik menjadi tolok
ukur keberhasilan pelaksanaan pemerintahan. Salah satu pelayanan publik yang selalu
menjadi sorotan utama adalah pelayanan perizinan, dimana menjadi salah satu ukuran
pelaksanaan program pemerintah di berbagai lim.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat
terhadap pelayanan perizinan yang diberikan oleh aparatur pada BPPT Kabupaten
Berau ? dan faktor apa saja yang sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat
pada pelayanan perizinan yang diberikan oleh aparatur pada BPPT Kabupaten Berau,

Pertanyaan penting dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat
terhadap pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh aparatur pada BPPT
Kabupaten Berau ? dan variabel kualitas pelayanan apa saja yang sangat berpengaruh
terhadap persepsi masyarakat pada pelayanan perizinan yang diberikan oleh aparatur
BPPT Kabupaten Berau ?

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu data dianalisis secara
kualitatif dengan menggambarkan atau menguraikan obyek penelitian berdasarkan
hasil penelitian yang dikemukakan,

Persepsi masyarakat terhadap persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon
untuk suatu perizinan masih belum sepenuhnya sesuai, artinya masih ada beberapa
persyaratan yang terkadang tidak ada di dalam blanko perizinan yang sudah
dipersiapkan. Prosedur pelayanan yang diberikan oleh aparatur BPPT Kabupaten
Berau masih belum optimal.

Waktu pelayanan perizinan merupakan variabel yang paling mendapatkan respon
negatif dart pemohon terutama fzin Mendinkan Bangunan, dimana waktu
penyelesaiannya tidak ada kepastian dan cenderung berlarut-larut.

Kompetensi petugas pelayanan perizinan masih belum optimal, artinya tidak
semua aparatur memiliki kompetensi yang seharusnya, sehingga terkadang membuat
pemohon kebingungan.

Pelayanan pengaduan yang diselenggarakan oleh aparatur pada BPPT Kabupaien
Berau belum berjalan sesuai ketentuan, masih belum terpola, sistematis dan
terkoordinir dengan baik.

Kata Kunci : Persepsi, Masyarakat, Pelayanan Perizinan
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ABSTRACT
Public Perception Of Service Licensing
In the Integrated Licensing Service Agency Berau District

Shanty Ema Kabatiah
Universitas Terbuka
kabatiah 1977(@gmail.com

Public service is the main mandate that must be executed by the central
Government and local government. Public service benchmarking the successful
implementation of the government. One of the public service has always been the
main focus is the provision of licenses, which became one of the measures
implementation of government programs in the various lines.

The formulation of the problem in this research is how the public perception
of licensing services provided by the apparatus at BPPT Berau District? and the
factors that greatly affect public perception on the licensing service provided by the
apparatus at BPPT Berau.

An important question in this research is how the public perception of the
licensing service organized by the BPPT apparatus Berau District? and the variable
quality of service any great influence on the public perception on the licensing service
provided by the BPPT apparatus Berau District?

In this research using descriptive analysis of data was analyzed qualitatively
by describing or outlining the research object based on the results of research
suggested.

Public perception of the requirements that must be met by an applicant for a
license is still not fully compatible, meaning that there are still some requirements
which are sometimes not in the form of licensing has been prepared. Service
procedures provided by the BPPT apparatus Berau Regency is still not optimal.

Licensing service time is the variable that most get a negative response from
the applicant mainly building permit, which is not certain turnaround time and tend to
be protracted.

Competence officer licensing service is still not optimal, meaning that not all
personnel have the competence they should, so sometimes create confusion applicant.
Complaint service organized hy the BPPT apparatus Berau District has not run
according to the provisions, still not patterned, systematic and well coordinated.

Keywords : Perception, Society, Licensing Services.
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BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A, Gambaran Umum Kabupaten Beran

Kabupaten Berau merupakan suatu daerah yang berada di wilayah
administrasi Propinsi Kalimantan Timur.  Keberadaan Kabupaten Berau
ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan, dan Kalimantan Timur yang kemudian disempumakan dengan Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan Timur. Kabupaten Berau berada di bagian utara Propinsi Kalimantan
Timur dengan luas wilayah 34.127 Km® yang meliputi luas daratan dan lautan .
Letak daerah ini berada tidak jauh dari Garis Khatulistiwa dengan posisi berada
antara 116° sampai dengan 119° Bujur Timur dan 1° sampai dengan 2°33'
Lintang Utara.

Secara administratif Kabupaten Berau berbatasan dengan Kabupaten
Bulungan pada bagian utara, berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi di bagian
timur, berbatasan dengan Kabupaten Kutai Tinur di bagian selatan dan
berbatasan dengan Kabupaten Malinau di sebelah barat. Berdasarkan wilayah
administratifnya Kabupaten Berau pada tahun 2002 terdini atas 9 kecamatan.
Kemudian pada tahun 2004 terjadi penambashan 2 kecamatan baru yang
merupakan pemeckaran dari kecamatan lama, yaitu Kecamatan Maratua dan

Kecamatan Tubaan. Pada tahun 2005 terjadi lagi pemekaran 2 kecamatan yaitu

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43712.pdf

80

Kecamatan Biatan dan Kecamatan Batu Putih. Sampai dengan sekarang jumlah

kecamatan di Kabupaten Berau sebanyak 13 kecamatan.

Keadaan topografi Kabupaten Berau bervariasi berdasarkan bentuk relief,
kemiringan lereng dan ketinggian dan permukaan laut. Wilayah daratan tidak
terlepas dari gupusan bukit dan perbukitan yang terhampar di seluruh wilayah
kecamatan. Berbagai tipe hutan utama yang biasanya terdapat di Pulau
Kalimantan, terdapat di Kabupaten Berau. Hutan bakau, hutan rawa dan rawa
gambut dijumpai di sepanjang pesisir dan muara sungai Berau. Hutan
dipterokarpa dataran rendah tersebar dan bercampur dengan hutan kerangas dan
hutan kapur dataran rendah. Di atas ketinggian 1000 m dpl (diatas permukaan
lant) hutan dipterokarpa digantikan oleh hutan pegunungan rendah dan pada
puncak tertinggi gunung Mantan (2457 m dpl) terdapat hutan yang selalu diliputi

awarn.

D1 Kabupaten Berau terdapat Hutan Kapur Dataran Rendah yang
kondisinya masih sangat baik dan yang terbesar di Indonesia Timur. Disamping
dikenal scbagai pusat keragaman hayati, hutan kapur merupakan daerah
tangkapan air yang penting bagi Kabupaten Berau. Selanjuinya di Kecamatan
Talisayan terdapat banyak daerah perbukitan, yang tertingpi dikenal dengan nama
Bukit Padai. Sejumlah 7 danau dengan berbagai ukuran, berada di wilayah

Kabupaten Berau dengan luas keseluruhan mencapai 15 Ha.

Sungai Kelay merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Berau. Mengalir
dari pegunungan sekitar Gunung Mantan, sepanjang 254 kilometer sampai pada

pertemuan dengan Sungai Segah membentuk Sungai Berau di Tanjung Redeb.
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Sungai Segah sendiri panjangnya sekitar 152 kilometer. Hulu sungai berada di
sckitar Gunung Kundas. Di DAS Kelay terdapat 11 jenis primata termasuk
Orangutan dan Bekantan yang terancam punah. Daerah pesisir Kabupaten
Berau terletak di Kecamatan Talisayan, Biduk-Biduk dan Pulau Derawan serta
Maratua. Khusus Kecamatan Pulau Derawan dan Maratua terkenal sebagai daerah
tujuan wisata dunia, pantai dan lautnya memiliki panorama yang sangat indah dan

terdapat beberapa gugusan pulau tempat penyu bertelur.

Berau dikelilingi olch 21 sungai besar, dimana sungai terpendek yaitu
sungai Inaran {22 km) dan sungai terpanjang yaitu sungai Segah (292 km) dimana
semuanya bermuara kelaut. Sarana transportasi sungai memiliki peranan sangat
penting dalam menghubungkan wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh
sarana transportasi darat maupun udara. Selain itu di kabupaten ini juga memiliki

danau sebanyak 7 buah dengan total luasan yaitu 15 ha.

Jumlah penduduk di seluruh kecamatan di Kabupaten Berau dari tahun
2005 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup pesat. Pada
tahun 2002 wilayah administrasi di Kabupaten Berau hanya terdiri dari 11
Kecamatan, dimana kemudian dilakukan pemekaran kecamatan lagi pada tahun

2005 menjadi sebanyak 13 Kecamatan.

Berdasarkan pencatatan terakhir oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten
Berau tahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten Berau sudah mencapai 201.565
jiwa, dimana dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata mencapai 4,74% /

tahun berdasarkan perhitungan jumlah tahun 2005 sampai dengan tahun 2014,
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Pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Tanjung Redeb,

sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Kelay.

Penduduk Berau terdin dari suku Berau, Bugis, Jawa, Dayak, batak,
Toraja, Madura, dan beberapa suku lainnya, dimana masing-masing memiliki
komposisi jumlah yang berbeda-beda. Pertambahan jumlah penduduk tersebut
disebabkan antara lain : adanya kelahiran, dan pendatang yang berasal dari Puiau
Jawa, dan Pulau Sulawesi. Pendatang tertarik dengan Kabupaten Berau karena
dipandang memiliki prospek ke depan yang lebih baik, disamping itu masih
banyak lapangan usaha yang belum / kurang tergarap, sehingga memungkinkan

pendatang untuk mendapatkan kesempatan yang lebih luas dan menghasiikan.

Distribusi penduduk di wilayah kabupaten Berau tidak merata, penduduk
terbanyak tinggal di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb yaitu. Sementara
penduduk terkecil terdapat di wilayah Kecamatan Kelay. Penduduk yang
terkonsentrasi di Kecamatan Tanjung Redeb karena kecamatan ini merupakan
wilayah ibukota Kabupaten. Disamping itu di kecamatan Tanjung Redeb tersedia
sarana dan prasarana yang lebith memadai dibandingkan dengan wilayah

kecamatan lainnya.

Berdasarkan pencatatan dari BPS Kabupaten Berau, maka wilayah dengan
jumlah kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Tanjung Redeb,
dimana memiliki tingkat kepadatan penduduk mencapai 2. 848 jiwa / Km’
sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan

Kelay yaitu 1 jiwa / Km’ Rendahnya tingkat kepadatan penduduk pada
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Kecamatan Kelay disebabkan sedikitnya jumlah penduduk yang tinggal wilayah

tersebut dibandingkan dengan luas wilayahnya yang mencapai 6. 134, 60 Km’.

Berdasarkan pencatatan BPS Kabupaten Berau tahun 2014 mata pencaharian
penduduk terbesar adalah pada sector Pertanian yaitu mencapai 35, 91 %,
kemudian sector perdagangan mencapai 17, 10 % dan pertambangan sebesar 15,
30%. Mata pencaharian terendah yaitu pada sector Listrik dan Air Minum hanya

sebesar 0, 65% dari total jumlah penduduk di Berau.

B. Gambaran Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Berau

Pelayan yang baik adalah pelayan yang mampu mengerti kebutuhan yang
dilayani, cepat daiam memberikan layanan, tepat waktu, dan tanggap akan
pemenuhan kebutuhan yang dilayani. Kualitas pelayanan dalam berbagai aspek
menjadi salah satu penghubung utama kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah. Untuk itu upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan
secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat,
sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat diberikan secara
transparan, cepat, tepat, murah, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak
diskriminatif.

Pemerintah memiliki fungsi membenkan berbagai pelayanan publik yang
dipertukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau
pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah mulai pemerintah pusat sanpai
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dengan pemerintah daerah dewasa ini telah menjadi isu strategis, dimana berbagai
keluhan masyarakat timbul atas rendahnya kinerja kualitas pelayanan yang
diberikan. Keluhan masyarakat yang tidak segera direspon oleh pemerintah akan
dapat menimbulkan citra yang kurang baik yang pada akhimya dapat berpengaruh
terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Penyelengparaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur
pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hal-hal
sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinejanya masih belum seperti yang
diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau
keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun
media pengaduan yang lainnya, serta menyangkut prosedur yang berbelit-belit,
kurang transparan, kurang informatif, kurang konsisten, fasilitas yang terbatas,
sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang
nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya
serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu
pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-
sungguh oleh semua aparatur karena merupakan tugas pokok dan fungsi yang
melekat pada setiap aparatur pemerintahan.

Tingkat kualitas kineja pelayanan publik memiliki dampak (impact)
yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan
publik (public service) harus dilakukan secara terus menerus dan
berkesinambungan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan

secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan
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memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat,
murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Berau (BPPT) dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau. Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Berau adalah merupakan pelaksana
administrasi publik di bidang pelayanan perijinan dimana dituntut untuk
memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan perijinan
administrasi di bidang perijinan dan penanaman modal secara terpadu dengan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
Untuk dapat melaksanakan amanat pelayanan perijinan terpadu kepada
masyarakat, maka kemudian dikeluarkan Peraturan Bupati Berau No. 32 Tahun
2009 Tentang Rincian Tupoksi dan Tata Kerja BPPT Kabupaten Berau. Dalam
peraturan tersebut menyebutkan bahwa Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan perijinan administrasi di bidang
perijinan secara terpadu dan penanaman modal dengan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Adapun struktur
organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Berau sebagai berikut :
Susunan organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Berau
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008. Dalam bab III pasal 30
tersebut diatas menyebutkan bahwa perangkat Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu Kabupaten Berau terdiri dari :
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L. Kepala Badan BPPT
Kepala BPPT Kabupaten Berau mempunyai tugas pokok mendukung
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dacrah dalam
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pelayanan perijinan dan penanaman modal dengan memimpin,
mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua
kegiatan Badan serta mengadakan hubungan kerjasama dengan satuan
kerja perangkat daerah lainnya. Dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya Kepala BPPT dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris dan 5 (lima)

orang kepala bidang,

a. Sekretaris BPPT

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
pokok dan fungsi Badan di bidang pengelolaan ketatausahaan yang
meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk
mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Badan dengan
memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Badan.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sekretaris dibantu

oleh 3 (tiga) orang pejabat structural yaitu :

1). Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas tugas pokok dan fungsi Bagian Tata
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Usaha yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan
program pembangunan bidang pelayanan perijinan dan
penanaman modal, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan
data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan dana penyusunan
laporan dan pertanggungajawaban pelaksanaan tugas BPPT.
2) Kepala Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi

pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan BPPT.
3). Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bagian Tata
Usaha yang meliputi pengelolaan administrasi umum,
perlengkapan, kepegawaian, rumah tangga BPPT.
b. Kepala Bidang Pelayanan Umum
Kepala Bidang Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang
pelayanan umum dengan mengkoordinasikan penyelenggaraan
pelayanan perijinan yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan,
sosial, ketenagakerjaan, kependudukan, perumahan, perhubungan,
komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya kepala bidang pelayanan umu dibantu oleh Tim Teknis dari
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SKPD lain yang terkait dengan pelayanan perizinan yang
dibawahinya.
¢. Kepala Bidang Perekonomian

Kepala Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang perekonomian
dengan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perijinan
yang meliputi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah,
perindustrian, perdagangan dan pariwisata. Dalam melaksanakan
fugas pokok dan fungsinya kepala bidang pelayanan umu dibantu
oleh Tim Teknis dari SKPD lain yang terkait dengan pelayanan

perizinan yang dibawahinya.

d. Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam
Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di
bidang pengelolaan sumber daya alam yang meliputi pertanian,
peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi serta
kelautan dan perikanan, Dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya kepala bidang pelayanan umu dibantu oleh Tim Teknis dari
SKPD lain yang terkait dengan pelayanan perizinan Yyang
dibawahinya.

e. Kepala Bidang Perizinan Tertentu
Kepala Bidang Perjinan Tertentu mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43712.pdf

85

perijinan tertentu dengan mengkoordinasikan penyelenggaraan
pelayanan perijinan yang meliputi AMDAL, pendirian hotel,
pendirian rumah sakit, pemasangan rekiame skala besar, pendirian
SPBU, usaha industri skala besar, ijin lokasi, ijin prinsip dan ijin
pendirian RMU. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
kepala bidang pelayanan umu dibantu oleh Tim Teknis dari SKPD
lain yang terkait dengan pelayanan perizinan yang dibawahinya.
f. Kepala Bidang Penanaman Modal

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang
penanaman modal yang meliputt promosi dan informasi serta
pengembangan dan pengendalian bidang Penanaman Modal. Dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepala bidang penanaman

modal dibantu oleh 2 (dua) orang pejabat structural yaitu :

1). Kepala Sub Bidang Promosi dan Informasi

Sub Bidang Promosi dan Informasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Penanaman

Modal dalam penyelenggaraan promost dan informasi.

2). Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pengendalian
Sub Bidang Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang
Penanaman Modal dalam penyelenggaraan pengembangan dan

pengendalian.
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Dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka
aparatur pada BPPT Kabupaten Berau menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Pemerintah
Kabupaten Berau secara keseluruhan. Dalam perspektif organisasi, penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal untuk melakukan
pengukuran kinerja organisasi. Oleh karena itu, Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Berau dalam bidang Pelayanan. Penyusunan Renstra dengan
sendirinya juga dapat dipandang sebagai langkah awal dalam merumuskan

standar kinerja dan dalam mengukur serta menilai kinerja BPPT.

Untuk dapat menyusun rencana strategis yang optimal, maka dibutuhkan
langkah-langkah diantaranya adalah penatapan visi yang tepat akan mampu
menjadi akselerator kegiatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan untuk
menunjukkan bagaimana para Stakeholder melihat, menilai atau membertkan
predikat terhadap BPPT Kabupaten Berau. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Berau merujuk setiap gerak langkah
dalam rencana strategisnya kepada visi Kabupaten Berau yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau
tlahun 2011 — 2015. Visi Kabupaten Berau untuk tahun 2011 — 2015 adalah
Menjadikan Kabupaten Berau sebagai daerah unggulan dibidang agribisnis dan
tujuan wisata mandiri religius menuju masyarakat sejahtera. Berdasarkan visi
Kabupaten tersebut, maka Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Berau
menetapkan visinya adalah Menjadikan BPPT Tertib dan Sehat dalam

Pelayanan.
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Dengan dibentuknya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ini, semua
bentuk pelayanan perijinan di Kabupaten Berau sekarang berada di bawah
pengelolaan satu Badan sehingga dengan demikian diharapkan dapat memberikan
pelayanan perijinan yang terbaik bagi masyarakat, yaitu tertib dan sehat dalam
pelayanan. Untuk mewujudkan visi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Berau sebagaimana yang telah diganiskan diatas, maka dipandang
perlu untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh
jajaran Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Berau yaitu sebagai

berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional.
2. Pengembangan Investasi dan Potensi Daerah.
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan yang lebih baik.
4, Membangun Integrasi dan Koordinasi Pemberian Pelayanan yang sehat
bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
5. Penyederhanaan Pelayanan.
Berdasarkan visi dan misi di atas, selanjutnya disusunlah rencana strategis
BPPT Kabupaten Berau agar mampu memberikan pelayanan secara optimal dan
prima kepada masyarakat / pemohon izin melalui BPPT Kabupaten Berau. Agar
visi dan misi dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan
kebijakan ditetapkan program dan kegiatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Berau menetapkan 8 ( delapan ) program dengan rincian sebagai

berikut ;
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1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
4, Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

8. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah,

C. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan
oleh aparatur pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Berau.

Pelayanan yang baik merupakan wujud pelayanan yang benar-benar
memberikan kepuasan pengguna pelayanan. Prosedur pelayanan yang tidak
berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan menjadi harapan
pengguna pelayanan. Prosedur adalah tahapan kegiatan yang dilakukan dalam
proses pelayanan. Semakin sederhana prosedur pelayanan maka akan cepat juga
proses yang dilakukan. Kesederhanaan prosedur dapat mempermudah pengguna
pelayanan untuk mendapatkan produk pelayanan yang dibutuhkan. Sebelum
melangkah lebih lanjut, berikut adalah alur prosedur pelayanan perizinan pada

BPPT Kabupaten Berau.
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ALUR PELAYANAN PERIZINAN

1
Pamohon

Penyerahan ljin
ZIN

Pemeriksaan
Berkas

3

Peninjauan
Lokasi
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Dalam penelitian ini fokus diutamakan terhadap pengelolaan pelayanan
perizinan Surat Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dan Surat Izin Tempat Usaha
(SITU) atau yang dikenal dengan Izin Gangguan (HO). Persepsi masyarakat
terhadap pelayanan perizinan yang diberikan oleh aparatur pada BPPT Kabupaten
Berau difokuskan terhadap pemohon yang mengajukan izin mendirikan bangunan
dan izin tempat usaha terutama uniuk warga masyarakat di sekitar Kecamatan
Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Adapun standard pelayanan untuk pengelolaan
Izin Mendirikan bangunan dan Izin Tempat usaha adalah sebagai berikut :

Standard pelayanan pengelolaan izin mendirikan bangunan pada BPPT

Kabupaten Berau yaitu :
1. Persyaratan :
a. Mengisi Blanko permohonan IMB
b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
c. Fotocopy Surat Bukti Penguasaan ATas Tanah
d. Surat Keterangan 1zin Ganggunan Tetangga (HO)
e. Fotocopy tanda bukti setor PBB terakhir
f. Sket lokasi bangunan
g Surat pernyataan jaminan konstruksi ( terlampir )
h. Gambar bangunan (bagi bangunan baru)
J- Perhitungan konstruksi bagi bangunan tertentu
k. Fotocopy izin peruntukan penggunaan tanah (untuk perumahan)

[t
.

Fotocopy SUrat 1zin Lokasi (untuk perumahan)
m. Fotocopy Rencana Tata Bangunan Site Plan (untuk perumahan)
n. Fotocopy dokumen wajib Amdal / UKL / UPL

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43712.pdf

95

2. Standard prosedur pelayanan sebagai berikut

PROSEDUR LAYANAN
Standar Pelayanan Surat Izin
Mendirikan Bangunan (IMB)

| PEMOHON |

/ A '\
Front Office ' From Office
PEMERIKSAAN | Beros Tk PEYERAHAN
BERKAS Lengkap IZAN
Berkas Lenghap 4
l Bock Office
Bock Office CETAK IZIN
PEMERIKSAAN b Y
LOKASI OLER itolak
TIM TEKNIS Tim
\ Kasir
Diterima Tim =
PEMBAYARAN

l

PROSES

15 ( lima belas ) Hari Kenja
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Standard pelayanan pengelolaan izin tempat usahan pada BPPT

Kabupaten Berau yaitu :

1. Persyaratan pengurusan Surat Izin Tempat Usaha

a. Mengisi formulir permohonan

b. Foto copy KTP Pemohon Izin

c. Foto copy PBB ( tahun berjalan/terakhir)

d. Sket Lokasi Tempat Usaha

e. Surat Keterangan Tetangga (HO) + Foto copy wama KTP
Tetangga

f. Fotio copy IMB

£. Foto copy Akte Notaris (untuk perusahaan)

h. Kwitansi Sewa bermaterai 6.000 bagi yang berstatus sewa.

1. Luasan Tempat Usaha untuk PT, CV dan Koperasi minimal
30 M2

j- Untuk izin tertentu wajib melampirkan Surat Rekomendasi atau
Dokumen dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.
Berau

k. Usaha yang berada di wilayah kampung wajib melampirkan
Rekomendasi dari Kepala Kampung dan Camat setempat.

1. Materai Rp. 6000,- =1 lbr

m. Map Warna Kuning = 2 bh

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43712.pdf

97
2. Standard prosedur pelayanan untuk Izin Tempat Usaha yaitu :
PROSEDUR LAYANAN
Standar Pelayanan Surat Retribusi Izin Ganguan (SITU)
| PEMOHON |
./ A \
Front Qffice Front Office
PEMERISAAN | berka 7iex PEYERAHAN
BERKAS Longkap | 1ZIN
Berkas Lengkap T
l Bock Office
Bock O, CETAK 1ZIN
PEMERIKSAAN
LOEKASI OLEH | Ditolak
TIM TEENIS (qim T
_ Kasir
Diterima Tim —
PEMBAYARAN

l

PROSES

7

5 (lima ) Hari Ketja
Segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohonsesuai PERDA Kabupaten Berau Nomor : 5
Tahun 2011 Tentang Retribusi Gangguan

Retribusi [zin Ganguan (SITU)
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Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu ( DPMPTSP ) Kabupaten Berau melaluai:

1. Kotak Pengaduan

2. Telepon: 554 24355

3. HP/WA: 0812 5015 6309

4, Email ;

Pengaduan yang diterima akan ditanggapi selambat-lambatnya 14 hari kerja kemudian ditindak

lanjuti.

C. Persepsi masyarakat terhadap persyaratan Pelayanan Perizinan
untuk Izin Mendirikan Bangunan dan Surat Izin Tempat Usaha pada
BPPT

Persyaratan adalah dokumen atau berkas-berkas yang harus
dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan perizinan, baik secara
administratif maupun secara teknis. Hasi! wawancara dengan kepala
bidang pelayanan umum dan kepala bidang perckonomian terhadap
persyaratan pelayanan perizinan pada BPPT Kabupaten Berau didapatkan
hasil sebagai berikut :

“ Persyaratan pelayanan perizinan untuk masing-masing Surat izin sudah
tercantum di dalam blanko perizinan masing-masing, sehingga ketika
pemohon mengambil blanko perizinan sudah bisa diisi sekaligus
dilengkapi persyaratannya.” Setelah blanko diisi lengkap dan dipenuhi
persyaratan-pesryaratan yang harus dilampirkan, maka petugas di front
office akan memproses validasi berkas, apahila dinyatakan lengkap akan
diberi tanda terima berkas lengkap. Namun apabila berkas tidak lengkap
akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi secara administrasi

persayaratannya lebih dahulu baru akan diberiken tanda terima berkas
lengkap untuk diproses lebih lanjut,
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Secara prosedural apa yang disampaikan olch kepala bidang
pelayanan umum tidak semua sesuai dengan yang dirasakan oleh

masyarakat, sebagai contoh pendapat dari AR ( 27 tahun } menyatakan :

* Pada saat melakukan pengambilan blanko memang diberikan penjelasan
oleh petugas front office, akan tetapi antara kelengkapan berkas yang
tertulis pada blanko permohonan tidak sesuai. Ketika kami akan
mengajukan izin pendirian bengkel motor, di dalam persyaratan tidak
mencantumkan harus ada STTPL dari Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Berau, tetapi disampaikan oleh petugas fromt office untuk
bengkel wajib STTPL.

Untuk mengurus STTPL juga tidak bisa melalui BPPT tetapi harus
mengurus lagi ke BLH Kabupaten Berau, yang mana membutuhkan waktu
dan dana yang lebih besar, Selain itu untuk mengurus SPPL juga tidak
mudah, banyak persyaratan-persyaratah yang harus dipenuhi, padahal
hampir sama dengan persyaratan ketika mengurus izin.”

Senada yang disampaikan oleh AR, SA (31 Tahun ) juga
menyatakan bahwa prosedur yang diberlakukan pada BPPT Kabupaten
Berau juga terlalu bertele-tele, dan banyak kelengkapan berkas yang harus
diisi. Bahkan untuk mengurus beberapa izin secara parallel berkas harus

diperbanyak sesuai dengan izin yang dimchon. SA mengatakan :

“ Saat kami mengajukan izin mendirikan bangunan, izin tempat usaha, izin
usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan, berkas2 yang harus
dilengkapi terlalu banyak. Misal untuk rekomendasi kepala kampong,
masing-masing izin minta satu-satu dan harus spesifik tidak boleh
dijadikan satu rekomendasi sehingga semakin banyak berkas rekomendasi
yang harus kami lengkapi. Belum lagi fotocopy KTP, fotocopy Surat
Tanah, fotocopy PBB semua izin masing-masing 1 berkas. Pertanyaan
saya kenapa tidak cukup 1 berkas yang sama untuk semua perizinan, toh
pemohonnya juga sama..?
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Prosedur pelayanan perizinan pada BPPT Kabupaten Berau dinilai
masih sangat birokratis, artinya masyarakat merasakan dimana ketika
mengurus perizinan secara bersamaan (parallel) tidak ada kemudahan
dalam hal pemberkasan, artinya tiap-tiap izin harus melengkapi berkas,
padahal berkasnya sama, seharusnya cukup satu berkas yang sama untuk
keseluruhan izin yang dimohon. Pendapat lain dari pemohon MK ( 37

Tahun } mengatakan :

“ Ketika saya memasukkan berkas izin mendirikan bangunan bengkel,
dinyatakan lengkap karena sudah memenuhi semua persyaratan berkas
yang dibutuhkan, tetapi beberapa hari kemudian saya ditelpon katanya
masih ada berkas tambahan yang belum dipenuhi”, * Lalu saya ke BPPT
untuk menanyakan berkas apa lagi yang kurang, ternyata saya harus
mengurus SPPL lebih dahulu, ketika saya tanyakan dasar hukumnya
mereka mengatakan hahwa itu persyaratan tambahan dari BI.H”.

“ Pada saat mengurus SPPL ke BLH, saya harus melengkapi persyaratan
yang hampir sama dengan saat mengurus izin, pertanyaan saya kenapa
tidak disatukan saja sehingga tidak membebani pemohon.”

Kalau diamati pernyataan dari pemohon di atas, menunjukkan
bahwa antara BPPT Kabupaten Berau dengan BLH Kabupaten Berau
belum sinkron, artinya bahwa aturan yang mengatur bahwa bengkel atan
bangunan lain yang wajib SPPL, UKL UPL maupun amdal belum
dikuasai oleh aparatur pada BPPT Kabupaten Berau. Sehamsnya
tambahan persyaratan yang diwajibkan kepada BPPT oleh SKPD lain
harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dipahami juga oleh aparatur
pada BPPT Kabupaten Berau. Tambahan persyaratan yang harus dipenuhi

oleh pemohon seharusnya disosialisasikan agar pemohon memahami akan
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arti pentingnya tambahan persyaratan tersebut, sehingga pemohon tidak
merasakan keberatan dan menyadari bahwa tambahan persyaratan tersebut

memang untuk kepentingan bersama.

Senada yang diungkapkan pemohon di atas, DA ( 42 tahun ) juga
menyatakan bahwa terdapat tambahan persyaratan yang memberatkan
seperti dikatakannya sebagai berikut ;

“ Saat saya mengurus SITU untuk pemborong umum, dikatakan oleh
petugas front office bahwa ada persyaratan tambahan harus mengurus lagi
BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu, sebelum melengkapi berkas-berkas
yang lainnya. “ Saya sangat kaget karena dua tahun sebelumnya tidak ada
persyaratan tambahan harus mengurus BPJS Ketenagakerjaan, dan saat
mengurus BIPS ketenagakerjaan yang kebetulan juga berada di BPPT
Kabupaten Berau kami harus membayar sejumlah nang yang cukup besar,

sehingga cukup membebani kami scbagai pengusaha yang bamu dan
dengan modal pas-pasan.”

Berdasarkan beberapa pendapat masyarakat terhadap persyaratan
pelayanan perizinan yang dikeluarkan oleh BPPT Kabupaten Berau
secharusnya dipahami betul oleh aparatur pada BPPT mulai dari dasar
hukum terhadap persyaratan yang harus dipenuhi, bagaimana cara
mendapatkan persyaratan tambahan di maksud dan berapa perkiraan biaya
persyaratan tambahan dimaksud. Alangkah baiknya jika persyaratan
tambahan tersebut juga dapat diproses / diurus di kantor BPPT Kabupaten
Berau sehingga masyarakat / pemohon tidak harus mondar-mandir
kembali dan pelayanan perizinan betul-betul terpadu satu pintu sesuai

dengan amanat Undang-Undang.
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Persyaratan yang ditetapkan pada masing-masing perizinan
seharusnya betul-betul memiliki dasar hukum dan berpihak kepada
kepentingan masyarakat. Disisi lain persyaratan terscbut seharusnya
mudah, murah dan transparan sehingga tidak membebani masyarakat
ketika akan mengurusnya, lebih baik lagi apabila dapat diselesaikan
langsung di kantor BPPT Kabupaten Berau.

Khusus untuk persyaratan perizinan yang bersifat parallel
hendaknya dapat dipermudah, artinya tidak harus setiap permohonan izin
melampirkan persyaratan-persyaratan yang sama, cukup dengan satu
persyaratan yang sama untuk semua perizinan secara parallel. Khsusu
untuk masyarakat yang tinggal cukup jauh dari ibukota Tanjung Redeb
sebaiknya diberikan kemudahan-kemudahan agar tidak membebani
kepada pemohon / masyarakat yang melakukan pengurusan izin

mendirikan bangunan maupun Surat Izin Tempat Usaha.

2. Persepsi masyarakat terhadap prosedur Pelayanan Perizinan pada
BPPT
Prosedur merupakan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi
pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Prosedur
merupakan acuan bagi pcmberi pelayanan dan penerima pelayanan dalam
melaksanakan kegiatan pelayanan termasuk pelayanan perizinan yang
diberikan oleh aparatur BPPT Kabupaten Berau kepada pemohon.
Prosedur pelayanan perizinan adalah kumpulan dari beberapa penntah

yang harus dilaksanakan dalam menyelesaikan pelayanan perizinan agar
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sesuai dengan apa yang diharapkan. Agar  penyelesaian pelayanan
perizinan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan kejelasan dan
kepastian pada setiap tahapannya.

Pengertian prosedur menurut Mulyadi (2001;5) adalah : "Prosedur
adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam
satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan
secara transaksi perusahaan yang berulang-ulang”. Prosedur yaitu suatu
tata cara yang merupakan suatu keseluruhan kegiatan yang standar untuk
mencapai tujuan atau menuju svatu tyjuan. Prosedur atau sistem adalah
urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di
mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang di
lakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana
melakukannya,dan siapa yang melakukannya

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pelayanan

umum pada BPPT Kabupaten Berau didapatkan hasil sebagai berikut :

“ Proses Pelayanan perizinan dimulai ketika masyarakat mengajukan
permohonan izin.

a. Masyarakat yang mengajukan izin mengambil blanko pelayanan
perizinan sesuai dengan izin yang dimohon di bagian front oofice.

b. Selanjutnya blanko diisi dan dilengkapi berkas-berkas yang
dibutuhkan sesuai dengan perizinan yang dimohonkan.

c. Setelah blanko diisi dan dilengkapi persyaratan-persyaratan sesuai

dengan izin yang dimohonkan, selanjutnya dikembalikan lagi ke
front office untuk dilakukan pengecekan kelengkapan berkas.
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d. Apabila blanko dan kelengkapan berkas sudah memenuhi
persyaratan yang sesuai dengan izin dimohon, kemudian diberikan
tanda terima berkas lengkap oleh petugas pada front office. Apabila
berkas masih ada kekurangan, maka pemohon diminta untuk
melengkapi kekurangan berkasnya untuk mendapatkan tanda
terima berkas lengkap.

e. Setelah berkas lengkap kemudian diserahkan ke petugas bagian
back office untuk proses selanjutnya.

f. Berkas yang sudah lengkap selanjutnya dibuatkan berita acara
peninjavan sesuai dengan perizinan yang dimohonkan. Pemohon
akan diberi kabar via telepon atau SMS kapan akan dilakukan
peninjauan.

g. Pelaksanaan peninjauan dilakukan oleh Tim teknis yang harus
didampingi oleh pemohon apabila ada konfirmasi dari perizinan
yang dimohonkan. Apabila hasil peninjauan menunjukkan bahwa
terdapat keseuaian antara berkas yang dimohon dengan kondisi di
lapangan dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku, maka akan
dibuatkan berita acara persetujuan hasil peninjauan lapangan.
Apabila tidak terdapat kesesuaian antara permohonan dengan
kondisi di lapangan, maka tim akan merujnk pada hasil peninjauan
lapangan.

h. Apabila hasil peninjauan menunjukkan bahwa permohonan izin
melanggar peraturan yang berlaku, maka akan dilakukan
penolakan secara tertulis kepada pemohon.

i. Setelah berita acara persetujuan dibuat, maka akan dilakukan
proses perhitungan nilai retribusi (bila ada retribusinya,
disesuaikan depgan izin yang dimohon) sclanjutnya akan
dibuatkan Surat Kctetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang harus
dibayar oleh pemohon.

j. Apabila tidak ada retribusi yang harus dibayarkan, maka akan
dilakukan proses pembuatan surat izin.

k. Apabila telah terbit SKRD, maka pemohon diwajibkan untuk
membayar SKRD terlebih dahulu untuk dapat diterbitkan Surat
Izin yang dimohonkan.

l. Pemohon kemudian menyerahkan bukti pembayaran SKRD ke
front office untuk dapat diproses Surat Izin yang dimohonkan.
Apabila Surat izin tclah selesai diproses, maka pemohon akan
diberitahu via telepon maupun sms, bahwa Surat izin yang
dimohon telah selesai.”
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Pemyataan kepala bidang pelayanan umum dan bidang
perckonomian berkenaan dengan prosedur pelayanan perizinan pada
BPPT Kabupaten Berau sejalan dengan apa yang ditemukan di lapangan.

Berdasarkan pemyataan dari WD ( 40 Tahun ) mengatakan :

“ Pada saat mengurus Izin Mendirikan Bangunan di ramah kami, kami
disodorkan blanko yang harus diisi terlebih dahulu dengan dilengkapi
berkas-berkas seperti PBB, Izin tetangga (HO), KTP tetangga kiri, kanan
depan belakang, gambar rumah yang dimohon. IMB yang saya ajukan
hanya untuk rumah tinggal, sechingga persyaratannya juga tidak terlalu
memberatkan. “ Setelah saya isi blanko dan saya lengkapi semua
persyaratannya saya diberi tanda terima berkas lengkap oleh petugas di
Jront office, untuk menunggu jadwal peninjauan lokasi.” Sepertinya
prosedur awal pengurusan izin IMB kami tidak terlalu berbelit-belit”.

Pendapat saudara WD berbeda dengan pendapat SM ( 27 Tahun )
yang menyatakan bahwa prosedur dalam pengurusan izin IMB untuk
bangunan bengkel yang diurusnya harus melalui prosedur yang berbelit-

belit. Hal tersebut dinyatakan SM sebagaimana berikut :

“ Sewaktu saya mengajukan izin mendinikan bangunan untuk bengkel saya
dipusingkan karena informasi yang saya terima di BPPT saya harus
mengurus UKL UPL terlebih dahulu ke BLH, sementara bengke! saya
sudah cukup lama berdiri dan tidaklah terfampau besar. “ Kemudian saya
ke BLH, dan menanyakan persyaratan yang harus saya lengkapi untuk izin
mendirikan bangunan, dan temyata saya hanya diminta mengurus SPPL
bukan UKL atau UPL.” Perbedaan informasi antara aparatur di BPPT dan
di BLH ini membuat saya bingung, mengapa tidak sama, kenapa tidak
sekalian untuk mengurus SPPL atau UKL UPL di BPPT saja biar mudah
tidak berbelit-belit.”

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43712.pdf

106

Pemyataan SM se¢jalan dengan apa yang dikatakan oleh A ( 47
Tahun) yang mengurus izin bangunan untuk pertokoan bangunan, dimana

dikatakan :

-l

Saat saya memasukkan berkas untuk mengurus izin mendirikan
bangunan pertokoan, saya harus mengurus lagi persyaratan tambahan
yaitu UKL UPL, dikarenakan informasi mereka luasan bangunan saya
harus wajib UKL UPL. Saat saya minta dasar hukum kenapa harus UKL
UPL mereka menyarankan saya untuk ke BLH menanyakan perihal
tersebut.” Kemudian ketika saya tanya berapa lama penyelesaian IMB
setelah berkas saya lengkap, mereka tidak bisa memberikan kepastian
waktunya, dengan alas an karena personil mereka terbatas, sedangkan izin
yang masuk sangat banyak.

*” Pada saat itu juga saya menanyakan Standard pelayanan terutama waktu
untuk pengurusan izin IMB, informasinya paling lambat 15 hari, tetapi ada
juga pemohon yang ketemu saya sudah 1 bulan tetapi belum kelar juga
IMBnya.” Pertanyaan saya kenapa tidak ada standard baku dalam
pelayanan perizinan, terutama waktu penyelesaian izin.”

Berdasarkan hasil pengamatan pada kantor BPPT Kabupaten
Berau ditemukan bahwa standard baku pelayanan (Standard Operating
Procedure SOP) pelayanan perizinan tidak terperinci untuk masing-
masing perizinan, sehingga pemohon tidak memiliki informasi yang
akurat terhadap perosedur pelayanan perizinan yang baku. Ketika
dikonfirmasi ke aparatur BPPT Kabupaten Beran menyatakan bahwa SOP
untuk masing-masing perizinan sudah ada akan tetapi masih dalam bentuk
drafi SOP dan belum dibakukan dalam peraturan bupati Berau sehingga
belum bisa diumumkan.

Berdasarkan temuan-temuan berkenaan dengan  persepsi
masyarakat / pemohon terhadap prosedur pelayanan perizinan pada BPPT

Kabupaten Berau didapatkan bahwa prosedur yang ada belum berjalan
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sesuai keinginan. Penyebabnya dikarenakan masih adanya prosedur lain
yang harus ditempuh oleh pemohon untuk mendapatkan perizinan tertentu,
disisi lain SOP terhadap keseluruhan pelayanan perizinan juga belum
memiliki dasar hukum yang kuat sehingga belum bisa dilaksanakan secara
optimal. Dalam penerapan Standard Operasional Prosedur (SOP)
pelayanan perizinan yang ada seharusnya disertai juga dengan
konsekwensinya, artinya apabila prosedur yang ada tidak dapat ditepati
seharusnya diberikan sanksi yang sesuai dengan prosedur. Sanksi akan
membuat pelaksana dalam prosedur pelayanan penzinan termotivasi, disisi
lain juga bharus ada penghargaan tertentu bagi pelaksana pelayanan
perizinan yang mampu melaksanakan SOP atau bahkan mampu

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat / pemohon.

3, Persepsi masyarakat terhadap waktu Pelayanan Perizinan pada
BPPT
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan selunih proses pelayanan perizinan dari setiap izin mulai
dari penerimaan berkas sampai dengan terbitnya surat izin. Wakiu
pelayanan perizinan merupakan masa yang dibutuhkan / wakm yang
dibutuhkan untuk menyelesaiakan proses suatu perizinan baik Izin
Mendirikan Bangunan maupun Surat Izin Tempat Usaha mulai dari awal
pemasukkan berkas oleh pemchon yang diverifikasi oleh petugas front

office sampai dengan terbitnya perizinan dimaksud.
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Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian Izin Mendirikan
Bangunan mulai dari berkas permohonan dinyatakan lengkap sampai
dengan terbitnya IMB yaitu selama 15 hari kerja. Sedangkan waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan Surat lzin Tempat Usaha mulai dari
berkas pemohon yang dinyatakan lengkap oleh petugas front office sampai
dengan terbitnya Surat Izin Tempat Usaha adalah 5 hari kerja. Batasan
waktu tersebut merupakan batasan waktu maksimat / terlama.

Informasi yang didapatkan dari Sekretaris BPPT Kabupaten Berau

menyatakan bahwa :

“ Semua pelayanan perizinan sudah memiliki standard pelayanan termasuk
di dalamnya waktu penyelesaian masing-masing izin, permasalahannya
adalah bahwa SOP yang sudah disusun belum memiliki kekuatan hukum
yang tetap.” “ Disisi lain masih ada permasalahan berkenaan dengan
adanya kekurangan tenaga teknis terutama untuk pengelolaan izin
mendirikan bangunan. Persoalan terscbut seringkali menyebabkan IMB
yang seyogyanya maksimal penyelesaiannya 15 hari terkadang harus
sampai 3 minggu sampai 1 bulan karena ketidak seimbangan antara
jumlah tenaga teknis dengan jumlah IMB yang dimohon.”

“ Beberapa usaha telah ditempuh untuk mendapatkan tenaga teknis, akan
tetapi belum memenuhi harapan, sehingga masih menjadi permaslaashan
yang cukup serius terutama dalam pemrosesan IMB di BPPT Kabupaten
Berau.”

Pernyataan dan sekretaris BPPT tersebut senada dengan apa yang
menjadi keluhan S ( 21 tahun ), bahkan dia menyatakan bahwa untuk
menyelesaikan IMB lebih dari 2 bulan seperti yang dinyatakan berikut :

“ Awal bulan Agustus 2016 lalu saya sudah memasukkan berkas IMB dan
dinyatakan lengkap, terbukti saya mendapatkan tanda terima berkas
lengkap dari front office BPPT Kabupaten Berau. Setelah menunggu 3
minggu saya mendapatkan telepon dari staf BPPT bahwa akan dilakukan
peninjauan lapangan terhadap izin yang saya masukkan. “ Setelzh ditinjau
dan dilakukan verifikasi terhadap berkas-berkas yang saya ajukan,
kemudian saya mendapatkan berita acara hasil peninjauan di lapangan.”
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“ Setelah 2 minggu saya menunggu saya mendapatkan telepon kembali
bahwa sudah keluar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang harus
saya bayar sebesar Rp. 1.075.000,- untuk dapat diterbitkan Surat Izin
Mendirikan Bangunan yang saya miliki. “ Setelah retribusi saya bayar,
saya menanyakan kepada petugas fronf office kapan Surat 1zin Mendirikan
Bangunan milik saya dapat diambil, disampaikan bahwa masih dalam
proses.

“ Saya tunggu sampai dengan 2 minggu belum ada jawaban / telepon dari
BPPT, lalu saya berinisiatif mendatangi ke kantor menanyakan kapan IMB
saya dapat diambil. Ternyata belum juga selesai dengan alasan belum
ditanda tangani oleh pimpinan, karena beliau masih dinas luar.

* Seminggu kemudian saya mendapatkan telepon dari BPPT bahwa iMB
saya sudah selesai dan dapat diambil. “ Jadi total waktu penyelesaian IMB
saya kurang lebik 8 minggu atau 2 bulan, sedangkan informasi yang saya
liat harusnya hanya 2 minggu maksimal.”

Pendapat dari S (21 Tahun) di atas juga hampir sama dialami oleh
Y (33 tahun), dimana yang bersangkutan juga mengumus IMB rumah

tinggal menyatakan :

“ Bulan Apnl 2016 lalu saya mengajukan permohonan Izin Mendirikan
Bangunan Rumah tinggal di Gunung Tabur, pertama-tama saya diminta
mengisi blanko dan melengkapi semua persyaratan-persyaratannya untuk
bisa memenuhi kelengkapan administrast pengurusan IMB. * “Setelah
semua persyaratan saya penuhi dan blanko sudah saya isi lengkap, lalu
saya masukkan permohonan melalui front office, dan saya mendapatkan
tanda terima berkas lengkap.

“ Saya menanyakan kapan kira-kira IMB saya bisa jadi, dijawab pada
waktu itu tunggu saja pak “. Hampir sehulan saya menunggu belum ada
pemberitahuan, kemudian saya ke BPPT menanyakan perihal permohonan
saya, setelah beberapa saat mencari mercka menginformasikan saya untuk
menunggu karena masih hanyak yang belum selesai.

“ Seminggu setelah itu saya dapat telepon bahwa akan dilakukan
peninjauan lapangan, kami diminta ada di tempat untuk konfirmasi
beberapa hal.”

“ Selesai peninjauan lapangan saya diberi berita acara hasil peninjauan

lapangan yang intinya tidak ada permasalahan dan dapat dilanjutkan
proses IMB saya.”
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“ Dua minggu menunggu saya baru dapat telepon bahwa IMB saya sudah
dibuatkan Surat Pembayaran, dan harus dibayar segera agar IMB dapat
diterbitkan. Saat itu saya membayar Rp. 1.376.000,- untuk retribusi dan
saya dibeni tanda bukti lunas pembayaran SKRD oleh bendahara.

” Satu minggu kemudian saya ke BPPT untuk menanyakan IMB apakah
sudah selesai, dijawab wakfu itu tinggal menunggu penanda tanganan dari
pimpinan. “Satu minggu kemudian saya dapat telepon bahwa IMB sudah
bisa diambil.”

Jadi total mulai masukan berkas permohonan IMB sampai dengan terbit
IMB hampir 9 minggu atau 2 bulan, pertanyaan saya kenapa sangat jauh
berbeda dengan waktu yang seharusnya hanya 15 hari kerja ?.”

Berdasarkan temuan di atas kemudian kami konfirmasi dengan
kepala bidang pelayanan umum BPPT Kabupaten Berau, beliau tidak
menampik bahwa memang khusus untuk Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) terkadang waktu pelayanan tidak sesuai yang seharusnmya. Ini
sesuai dengan pernyataannya sebagai berikut

“ Permasalahan pelayanan lzin Mendirikan Bangunan ( IMB) menang
seringkali menemui beberapa kendala-kendala diantaranya :

1. Keterbatasan tenaga teknis pengelola IMB

2. Pengaruh cuaca, dimana seringkali terjadi hujan

3. Kendala dengan Tim teknis, dimana kadang-kadang tim dari SKPD
lain tidak bisa hadir sehingga peninjauan tidak bisa dilaksanakan

4. Sarana transportasi berupa mobil operasional yang terbatas sedikit
menyulitkan Tim teknis ketika harus meninjau ke lokasi.

5. Benturan waktu antara tugas kedinasan Kepala BPPT dengan waktu
penyelesaian IMB.

“ Berbagai upaya telah kami lakukan untuk mengatasi permasalahan
tersebut, diantaranya adalah melibatkan staf dan bidang lain untuk
membantu, menggunakan kendaraan pribadi untuk peninjauan ke
lapangan, akan tetapi masih belum berjalan optimal.

Berdasarkan  informasi masyarakat yang kemudian
dikonfirmasikan kepada aparatur BPPT Kabupaten Berau, bahwa

persoalan waktu penyelesaian khususnya IMB memang masih belum
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scsuai dengan standard waktu yang scharusnya. Persoalan ini
menyebabkan proses perizinan lain menjadi terhambat karena IMB
merupakan salah satu izin dasar yang harus dimiliki oleh pemohon untuk
mengajukan perizinan yang lainnya. Berdasarkan fakta-fakta di atas,
seharusnya pihak BPPT Kabupaten Berau segera mengambil tindakan-
tindakan untuk mengatasi permasalahan lambannya penanganan Izin
Mendirikan Bangunan. Apabila tidak segera diambil langkah-langkah
kongkrit mengatasi permasalahan di atas, maka akan sangat berpengaruh
terhadap kinerja pelayanan perizinan secara kescluruhan pada BPPT
Kabupaten Berau.

Untuk mengatas: kekurangan tenaga teknis dapat diatasi dengan
memberikan pelatihan / bimbingan teknis terhadap tenaga / aparatur yang
ada sehingga memiliki kompetensi keteknisan yang diinginkan. Untuk
mengatasi pengaruh cuaca berupa hujan dapat diatasi dengan pemberian
fasilitas jas hujan kepada tim teknis di lapangan sehingga pelaksanaan
kegiatan peninjauan di lapangan masih akan berjalan.

Berkenaan dengan tenaga teknis dari SKPD lain yang seringkali
menjadi kendala dapat diatas dengan memberikan jadwal rutin peninjauan
lapangan kepada masing-masing SKPD schingga bisa menugaskan staf
teknis yang membidangi tanpa harus menunggu. Bisa juga ditetapkan staf
teknis yang membidangi masing-masing SKPD paling tidak 2 orang
dengan asumsi apabila salah satu berhalangan dapat digantikan oleh staf

teknis yang lainnya.
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Berkenaan dengan kendala sarana dan prasarana mobilitas pada
saat peninjauan ke lapangan yang tidak mencukupi dapat disiasati dengan
menggunakan kendaraan pribadi masing-masing aparatur dengan
konseckwensi BBM dapat dibayarkan melalui kegiatan di bidang terkait.
Bisa juga dengan mengajukan ke Bupati Berau untuk mendapatkan

tambahan sarana dan prasarana mobilitas untuk peninjauan ke lapangan.

4. Persepsi masyarakat terhadap Biaya / Tarif Pelayanan Perizinan
pada BPPT Kabupaten Berau

Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu
proses produksi dan atau jasa, yang dinyatakan dengan satuan uang
menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang
akan terjadi. Biaya layanan perizinan bagi konsumen adalah sekumpulan
biaya yang dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, dan
menggunakan produk atau jasa tersebut.

Biaya / tarif pelayanan adalah sejumlah uwang yang harus
dikeluarkan / dikenakan kepada pemohon atau penerima pelayanan
perizinan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dan
penyelenggara perizinan yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Biaya dikenakan tidak pada semua
perizinan, akan tetapi hanya perizinan yang memang secara hukum masih
dikenakan tariff retribusi daerah. Izin yang masih dikenakan tarif retribusi

adalah Izin Mendirikan Bangunan, dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU),
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sedangkan untuk perizinan yang lain gratis. Informasi ini didapatkan
berdaasrkan pemyataan dari Kepala Bidang Pelayanan Umum BPPT

Kabupaten Berau sebagai berikut :

“ Pelayanan Perizinan yang ada di BPPT Kabupaten Berau tidak
semuanya dikenakan tarif retribusi daerah, yang sampai dengan sekarang
masih ada retribusi daerahnya adatah 1zin Mendirikan Bangunan dan Surat
Izin Tempat Usaha (SITU), sedangkan perizinan yang lain tidak dipungut
biasa retribusi alias gratis.

” Pengenaan retribusi disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor
Kabupaten Berau Nomor 6 tahun 2011 Tentang Retribusi IMB dan tidak
ada pungutan lain selain yang tertera dalam Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD).”

Pernyataan dari kepala bidang pelayanan umum BPPT Kabupaten
Berau tersebut senada dengan pengalaman yang diungkapkan oleh FR (42

Tahun) sebagaimana disampaikan berikut :

“ Pada awal bulan Februari 2017 saya mengurus Izin Mendirkan
Bangunan, Surat Izin Tempat Usaha dan Surat Izin Usaha Perdagangan
serta Tanda Daftar Perusahaan untuk CV. Amanita yang menangani jual
beli saprodi pertanian.

” Pertama waktu pembayaran retribusi IMB tempat usaha kami sebesar
Rp. 3.760.000,- juga sesuai dengan bukti pembayaran yang kami terima,
ketika saya tanya apa ada biaya administrasi lainnya, bendahara
mengatakan tidak ada biaya lain lagi. Demikian juga sewaktu mengambil
IMB tidak dikenakan biaya lagi.

“Setelah itu saya membayar biaya Surat [zin Tempat Usaha sebesar Rp.
4.920.000,-, demikian juga sewaktu membayar SITU tidak ada biaya-
biaya lain yang harus kami keluarkan. Biaya yang harus kami bayar sesuai
dengan biaya yang tertera pada bukti pembayaran yang kami terima yang
ditandatangani pimpinan dan bendahara dan kami selaku pembayar.”.

Sedangkan untuk Surat izin Usaha Perdagangan dan Tanda Dafiar
Perusahaan tidak dikenakan biaya sama sekali, atau gratis.”
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Pernyataan saudara FR s¢jalan dengan apa yang dialami oleh HA
(51 Tahun) yang mengurus Perpanjangan lzin Tempat Usaha dan Surat
Izin Usaha Perdagangan serta Tanda Daftar Perusahaan untuk

Perdagangan Umum seperti yang disampaikan sebagai berikut :

“ Pertengahan Januari 2017 saya mengurus perpanjangan Surat Izin
Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Dafiar
Perusahaan untuk usaha perdagangan umum kami.”

Pembayaran untuk SITU kami sebesar Rp. 600.000,- sesuai dengan bukti
pembayaran (SKRD) yang harus kami bayar yang ditandatangani
pimpinan dan bendahara, sedangkan untuk SIUP dan TDP sama sekali
tidak ada biaya lagi yang harus kami keluarkan.”

Persepsi pemohon HA senada dengan apa yang diungkapkan oleh
RS yang mencentakan bahwa ;

* Awal bulan Februari 2017 lalu saya mengurus izin mendirikan bangunan
rumah tinggal di Jalan Diponegoro, setelah memasukkan berkas,
kemudian mendapatkan giliran untuk peninjauan lapangan. “ Saat
peninjauan dilaksanakan kami tanyakan berapa biayanya, mereka
menjawab bahwa tidak ada biaya yang harus dikeluarkan.

Biaya hanya untuk retribusi setelah peninjauan selesai dan dinyatakan
disetujui untuk proses lebih lanjut.” “Saat membayar retribusi sebesar Rp.
1.860.000,- sesuai dengan yang tertera pada bukti kuitansi pembayaran

yang ditanda tangani kepala BPPT dan bendahara penerima serta tanda
tangan saya selaku penyetor.”

Saat kami tanyakan apakah ada biaya-biaya lainnya, petugas di bagian
depan menjawab bahwa tidak ada biaya lain lagi dan tingga! tunggu IMB
diterbitkan. *“ Dan benar sekali setelah IMB diterbitkan tidak ada biaya
lagi yang harus kami keluarkan.”

Berdasarkan beberapa pemyataan pomohon yang dikonfirmasi
oleh kepala bidang pelayanan umum menyatakan bahwa tidak ada
pembayaran lain yang harus dibebankan kepada pemohon selain yang

sudah tertera dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang
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sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Tanf retribusi yang
dikenakan oleh BPPT Kabupaten Berau memang sudah sesuai dengan
yang tertera pada SKRD, dan tidak ada biaya tambahan lain yang harus
dibayar oleh pemohon.

Fakta ini harus dipertahankan, artinya bahwa aparatur pada BPPT
Kabupaten Berau tidak melakukan pungutan liar. Pungutan yang
dibenarkan yaitu yang memiliki dasar hukum yang jelas dan transparan
schingga masyarakat memiliki akses terhadap kejelasan pungutan yang
dibebankan. Pungutan liar timbul akibat tidak transparansinya dalam
pencrapan tarif pungutan dan akses masyarakat terhadap penerapan
pungutan juga terbatas sehingga menyebabkan aparatur dengan mudah

mengenakan tarif tanpa ada landasan hukum yang jelas.

5. Persepsi masyarakat terhadap Kompetensi Petugas Pelayanan
Perizinan pada BPPT Kabupaten Berau

Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana pelayanan perizinan mencakup pengetahuan, keahlian,
ketrampilan dan pengalaman serta dedikasinya dalam memberikan
pelayanan perizinan kepada pemohon / masyarakat.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki
oleh seorang Pegawai Negert Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan
sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya,
schingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugas secara

professional, efektif dan efisien. Berangkat dari pengertian tersebut
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kompentensi seorang individu merupakan sesuatu yang melekat dalam
dirinya yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kinerjanya.
Sesuatu yang dimaksud bisa menyangkut motif, konsep did, sifat,
pengetahuan maupun kemampuan / keahlian dan kompen-tensi individu
yang berupa kemampuan dan pengetahuan bisa dikembangkan melalui
pendidikan dan pelatihan.

Kompetensi mutlak harus dimiliki oleh seluruh aparatur yang
melaksanakan pelayanan perizinan, mulai dari front office, back office,
sampai dengan petugas di lapangan serta jajaran pejabat struktural pada
BPPT Kabupaten Berau. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari
sekretaris BPPT Kabupaten Berau menyatakan bahwa :

“ Semua pegawai pada BPPT Kabupaten Berau dituntut untuk memiliki
kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, disisi lain semua
aparatur harus mengetahui dasar-dasar pelayanan kepada masyarakat.
Kompetensi mencakup penguasaan terhadap seluk beluk perizinan, mulai
dari persyaratan yang harus dimiliki oleh masing-masing perizinan,
sampai dengan bidang-bidang yang menangani masing-masing perizinan.
Kompetensi wajib dimilik: oleh seluruh jajaran aparatur BPPT Kabupaten
Berau mulai dari Kepala BPPT sampai dengan petugas front office,
schingga ketika pemohon menanyakan tentang perizinan dapat dijawab
atau diarahkan ke bidang yang menangani.

“ Secara rutin dilakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur, terutama
berkaitan dengan kompetensinya dalam memberikan pelayanan perizinan,
sehingga akan lebih termonitor dan terkontrol secara rutin.”

Pernyataan sekretaris BPPT Kabupaten Berau tersebut agak
berbeda dengan yang dialami oleh K (37 tahun } yang menyatakan bahwa :
“ Pada awal bulan Desember 2016 kami mempertanyakan prosedur
mengurus izin untuk membuka agen BBM di Kampung Sido Bangen

Kecamatan Kelay, waktu itu petugas di bagian depan masih terlibat
kebingungan.
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Kemudian dia masuk ke ruangan dalam katanya mencari mas .... Yang
biasanya mengurus masalah agen BBM. Lima menit kemudian petugas
tadi menemui kami dan mengatakan bahwa yang bersangkutan masih ke
lapangan, kami diminta menunggu beberapa menit.”

“ Kurang lebih 30 menit, kemudian kami diberitahukan untuk dapat
bertemu langsung dengan saudara ... yang katanya memang mengurus
masalah pendirian agen BBM.” Saudara ... menyampaikan bahwa untuk
dapat mengurus menjadi agen BBM harus terlebih dahulu mengurus
rekomendasi ke Bagian Perekonomian Setda Berau, setelah rekomendasi
didapatkan baru dapat mengurus perizinan lebih lanjut.”

Senada yang disampaikan K pemohon yang bemama TH
menyampaikan sebagai berikut :

“ Kami waktu itu mengajukan persyaratan untuk mengurus izin usaha
Eksterior dekorasi dan pertamanan di Tanjung Redeb. * Pada saat ke
kantor BPPT kami sampaikan bahwa kami akan mengajukan izin untuk
mengurus izin eksterior dekorasi dan pertamanan yang rencananya akan
berlokasi di Tanjung Redeb.

Pertama oleh petugas disampaikan bahwa kami harus mengurus Izin
Mendirikan Bangunan, kemudian mengurus Surat Izin Tempat Usaha,
Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan,” Kemudian
kami tanyakan bagaimana persyaratan mengurus surat-surat dimaksud,
disampaikan beberapa persyaratan yang harus kami lengkapi.

Namun yang menjadi kebingungan kami adalah ketika kami adalah ketika
kami diminta untuk mengurus Rekomendasi dari Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, karena ketika kami ke dinas
dimaksud malahan mereka bingung rekomendasi apa yang harus
dikeluarkan.

” Kemudian kami konfirmasi kembali ke BPPT, bahwa dinas yang
bersangkutan tidak mengeluarkan rekomendasi. Petugas yang
berkompeten menangani permasalahan tersebut menyampaikan bahwa
tidak perlu rekomendasi.

” Ini yang seringkali menjadi kami bingung, disatu sisi petugas
menyampaikan harus menggunakan rekomendasi, disisi lain tidak periu
rekomendasi. Ini menunjukkan bahwa antara petugas di depan dengan
petugas di belakang tidak koordinasi teriebih dahulu.
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Berdasarkan uraian dari pemohon di atas, maka agak bertentangan
dengan pernyataan seckretaris BPPT Kabupaten Berau dimana petugas
yang ada semua sudah kompeten, akan tetapi kenyataannya masih ada
petugas yang kompetensinya masih diragukan. Disisi lain ada
ketidaksinronan antara petugas di bagian depan dengan petugas di bagian
belakang, sehingga akan menyebabkan kebingungan dari pemohon.

Untuk dapat mengatasi kompetensi aparatur pada BPPT Kabupaten
Berau yang tidak seragam, maka diperlukan analisis kemampuan dan
kompetensi pada aparatur BPPT Kabupaten Berau. Analisis dimaksudkan
untuk memetakan kemampuan dan kompetensi aparatur schingga dapat
dilihat tingkat kinerjanya. Selanjutnya dilakukan upaya-upaya peningkatan
kemampuan dan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis maupun usaha peningkatan kemampuan dalam bentuk
lain. Diperlukan juga penyeragaman persepsi antar aparatur di jajaran
BPPT Kabupaten Berau sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat antar

aparatur dalam penyelesalan suatu permasalahan.

6. Persepsi masyarakat terhadap Perilaku Petugas Pelayanan Perizinan
pada BPPT Kahupaten Beran

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang

mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara,

menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari

uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah
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semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun
yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2003).

Pengertian Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu
sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas antara lain :
berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca,
dan sebagainya. Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa perilaku
manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati
langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Noteatmodjo,
2003). Scdangkan dalam pengertian umum perilaku adalah segala
perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Pengertian
perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berfikir,
bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai
macam aspek, baik fisik maupun non fisik.

Perilaku petugas pelayanan perizinan adalah segala tindak tanduk
dan tingkah laku yang dilakukan oleh petugas dalam memberikan
pelayanan kepada pemchon, mulai dari penerimaan berkas sampai dengan
terbitnya Surat Izin. Perilaku aparatur pada BPPT Kabupaten Berau
mencakup mulai dari petugas fronf office sampai dengan jajaran pimpinan
pada BPPT Kabupaten Berau. Pernilaku petugas pelayanan perizinan sangat
berpengaruh terhadap persepsi masyarakat akan pelayanan perizinan yang
diberikan oleh aparatur BPPT secara keseluruhan, oleh karena i sopan
santun, ramah tamah, dan semua petugas memiliki kode etik dan etika
yang harus dijaga setiap saat. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh

sekretaris BPPT Kabupaten Berau sebagaimana berikut :
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“ Setiap aparatur yang bertugas di BPPT Kabupaten Berau sudah
diberikan pemahaman tentang perilaku yang harus dilakukan ketika
memberikan pelayanan kepada pemohon / masyarakat.

Setiap aparatur wajib memiliki semboyan 3 S : Senyum, Salam dan Sapa.
Senyum semua pegawai di BPPT dituntut untuk selalu ramah dan santun
kepada semua pemohon, salah satunya adalah selalu melayani dengan
senyurn apapun yang terjadi.

Salam artinya ketika pemohon datang ke BPPT kita harus / wajib
mengucapkan salam yaitu selamat pagi, selamat siang maupun selamat
sore, selanjutnya kita akan menyapa dengan “ ada yang bisa kami bantu ?.

Kemudian ketika terjadi permasalahan setiap aparatur tidak diperbolehkan
mengedepankan emosi, tetapi harus sabar dan lemah lembut dalam
menangani pemohon, meskipun pemohon marah-marah atau berkata
dengan nada tinggi.”

Apabila petugas pada bagian front office tidak mampu melayani
pemohon, maka disarankan untuk menghadap ke pejabat yang menangam
perizinan atau yang berwenang pada saat itu, untu menghindari adanya
emosi yang tinggi antara pemohon dengan petugas front office.”

Pernyataan sekretaris BPPT tersebut dibenarkan oleh HR (32

tahun) yang menyatakan bahwa :

“ Beberapa minggu yang lalu saya mengurus izin perpanjangan Surat Izin
Tempat Usaha Pertokoan, petugas yang ada di fronf office memberikan
blanko yang harus ditsi dan menjelaskan dengan sopan santun kepada
kami tentang persyaratan-persyaratan yang harus kami penuhi untuk
perpanjangan surat izin dimaksud.” Bahkan pada saat itu ada pemohon
yang marah-marah karena izinnya tidak kunjung selesai, petugas front
office menjelaskan dengan nada yang tenang tanpa ada tanda-tanda emosi.

Kemudian petugas tersebut menyarankan agar pemohon dimaksud

langsung menghadap ke pejabat yang berwenang menangani perizinan
tersebut agar mendapatkan penjelasan lebih lanjut.”

Demikian juga yang dikatakan oleh SH ( 38 tahun ) yang

menceritakan kepada kami sebagai berikut :
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“ Mulai tahun 2009 saya mengurus izin di BPPT Kabupaten Berau ini dan
salama ini tidak ada kesulitan sama sekali, bahkan ketika saya sulit
mengisi blanko, petugas fromt office membantu mengisikan dengan
informasi yang saya berikan.

Selain itu sebagian besar aparatur yang ada di BPPT santun dalam
melayani pemohon, bahkan pada saat itu ada serombongan pemohon yang
marah-marah karena izinnya tidak segera diterbitkan dilayani dengan
ramah, malah diberikan makanan dan minuman di ruang tunggu.”
Pendekatan personal yang dilakukan oleh aparatur BPPT cukup baik,
apabila dibandingkan dulu sebelum perizinan di BPPT.”

Berdasarkan pendapat pemohon di atas dan hasil wawancara
dengan sekretaris BPPT Kabupaten Berau, bahwa setiap aparatur pada
BPPT Kabupaten Berau memiliki kewajiban untuk berperilaku sopan
santun kepada pemohon, melayani dengan sabar dan sesuai dengan
prosedur yang ada. Apabila ada permasalahan yang tidak dapat
diselesaikan oleh petugas pada front office, maka akan dilimpahkan ke
pejabat structural yang membidangi secara berjenjang sampai dengan
kepada Kepala BPPT Kabupaten Berau.

Hubungan baik antara masyarakat selaku pemohon pelayanan
perizinan denpan aparatur pemberi layanan perizinan dalam hal ini
aparatur pada BPPT Kabupaten Berau sangat positif. Artinya bahwa ada
kedekatan emosional antara aparatur BPPT Kabupaten Beraw dengan
masyarakat selaku pomohon, sehingga apabila ada permasalahan-
permasalahan yang timbul dapat diselesaikan secara baik-baik. Kondisi ini
harus dijaga dan ditingkatkan agar aparatur BPPT Kabupaten Berau
mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Disisi lain

masyarakat merasa juga memiliki BPPT artinya saling menjaga sesuai

dengan fungsinya masing-masing.
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7. Persepsi masyarakat terhadap Maklumat Pelayanan Perizinan pada
BPPT Kabupaten Berau.

Menurut McGuire (2001), Maklumat Pelayanan merupakan suatu
strategi penjamin kualitas yang mana sasaran eksplisitnya adalah untuk
memperbaiki responsivitas penyedia pelayanan publik kepada para
pengguna atau klien-nya. Hal ini karena Maklumat Pelayanan memandang
pengguna layanan sebagai klien dan berfokus pada kepuasan pelanggan.

Maklumat Pelayanan memungkinkan terjadinya  proses
pemberdayaan, baik itu warga negara maupun pegawai publik dalam
memberikan pelayanan. Melalui proses konsultasi maka akan dijamin
responsivitas birokrasi dan lebih akuntabel kepada pemerintah dan
masyarakat melalui monitoring kinerja. Ide dasar dari Maklumat
Pelayanan adalah bahwa pelanggan diinformasikan terlebih dahulu tentang
pelayanan yang diharapkan, dibutuhkan, dan dituntut oleh otoritas publik.

Dengan demikian, Maklumat Pelayanan merupakan wujud dari
sovereinitas konsumen dalam penyediaan layanan publik. Ada dua
pendekatan menyangkut hal itu. Pertama adaiah membuat para penyedia
(provider) menjadi lebih responsif kepada konsumen serta lebih akuntabel
kepada pemerintah dan masyarakat melalui proses monitoring kinerja.
Pendekatan kedua adalah membuat para penyedia layanan menjadi lebih
responsif kepada konsumen dengan menciptakan kompetisi diantara
sesama penyedia pelayanan publik. Program Maklumat Pelayanan

menggabungkan beberapa inisiatif seperti menetapkan standar pelayanan,
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mekanisme konsultasi, penyediaan informasi kepada warga negara dan
klien, mekanisme pengaduan (complaint) dan quality awards.

Tujuan dari Maklumat Pelayanan adalah untuk memberikan
kepuasan bagi warga negara (citizens) melalui perbaikan kualitas
pelayanan publik. Maklumat Pelayanan membantu individu untuk secara
jeli mengetahui untuk apa suatu organisasi ada, apa yang diharapkan dari
pelayanan yang diberikan, bagaimana melakukan kontak dengan warga
negara dan bagaimana memberikan solusi jika terjadi kekeliruan dalam
pelayanan yang diberikan. Untuk para penyedia layanan, Maklumat
Pelayanan memberikan kejelasan pelayanan yang diberikan.

Maklumat Pelayanan dimaksudkan untuk 1) meningkatkan
legitimasi demokrasi; 2) memperkuat hak-hak warga negara; 3)
meningkatkan pengaruh warga negara dalam proses pelayanan; 4)
mengelola ekspektasi pelanggan; 5) memberikan pilihan (choice) bagi
pelanggan; 6) memperkuat kinerja penyedia layanan; dan mengembalikan
rasa percaya dalam sektor publik.

Makiuman pelayanan perizinan merupakan pemyataan
kesanggupan dan kewajiban penyelenggara pelayanan perizinan untuk
melaksanakan pelayanan perizinan sesuai dengan standard yang telah
ditetapkan. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi
keseluruhan rincian kewajiban dan janji yangterdapat dalam standar
pelayanan. (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

Pelayanan Publik).
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Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Sekretaris BPPT
Kabupaten Berau menyatakan bahwa :
“ Sampai dengan saat ini Maklumat Pelayanan Perizinan belum memiliki
dasar hukum yang kuat, baik dalam bentuk peraturan daerah atau
peraturan Bupati Berau, sehingga belum bisa dipergunakan secara
optimal.” Maklumat pelayanan perizinan tidak dapat ditampilkan karena

belum berdasar hukum, sehingga masyarakat sampai dengan saat ini
belum bisa melihat maklumat pelayanan pada BPPT Kabupaten Berau.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka masyarakat tidak bisa
memberikan persepsi terhadap tnaklumat pelayanan pada BPPT
Kabupaten Berau karena tidak ada, atau belurn memiliki dasar hukum
yang kuat untuk ditampilkan kepada masyarakat. Berdasarkan fakta di
atas, tnaka diharapkan kepada pihak BPPT Kabupaten Berau untuk segera
menyusun rancangan Maklumat Pelayanan Penzinan untuk dapat
dijadikan sebagai suatu Keputusan Bupati Berau, maupun sebagai

Peraturan Bupati Berau agar memiliki pegangan hukum yang kuat.

8. Persepsi masyarakat terhadap Penanganan Pengaduan, Saran dan
Masukkan pada BPPT Kabupaten Berau.

Pengaduan adalah wujud ekspresi ketidakpuasan dari pelanggan
atau penerima layanan atas tindakan layanan yang diberikan oleh pember
layanan. Pengaduan merupakan ungkapan publik yang bisa timbul karena
adanya ketidakpuasan publik atas suatu produk atau pelayanan. Namun

tidak setiap ketidakpuasan akan diungkapkan dengan pengaduan.
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Pelanggan akan mengungkapkan pengaduan apabila merasa
pengaduan yang disampaikan mendapat tanggapan positif dan tidak
menyita waktu dan biaya. Sebaliknya bila penanganan pengaduan tidak
praktis, pelanggan akan lebih memilih untuk tidak mengungkapkan
aduannya,

Pengaduan sering dipandang sebagai hal buruk bagi kehidupan
penyelenggara pelayanan publik, sehingga banyak pihak berusaha
menutupi atau mengabaikannya. Padahal pengaduan menjadi peringatan
bermanfaat untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik.
Bahkan dengan kemampuan mengelola dan merespon aduan dapat
menjadi kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan, yaitu
meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, bahkan dapat
meningkatkan keuntungan.

Keluhan dapat muncul karena adanya perbedaan antara persepsi
dan harapan pengguna layanan dengan pelayanan yang diberikan,
schingga apa yang diharapkan pengguna layanan kurang sesuai atau tidak
diberikan oleh pemberi layanan. Misalnya standar pelayanan yang
ditetapkan ternyata tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan untuk
masyarakat. Hal tersebut menyebabkan adanya kesenjangan antara
penyampaian jasa yang dilakukan dengan spesifikasi kualitas jasa, Bila
kesenjangan-kesenjangan yang demikian terjadi, maka akan timbul
kehthan dan untuk itulah proses handling complaint (penanganan keluhan)
diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh

kesenjangan-kesenjangan tersebut. ( Agus Martono; 2014)
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Pengaduan, adalah laporan yang mengandung informasi atau
indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau
pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh aparat pengadilan, yang berasal
dari masyarakat, anggota; instansi peradilan, instansi di luar pengadilan,
maupun dari media massa dan sumber-sumber informasi lain yang
relevan. Penanganan pengaduan masyarakat, adalah rangkaian proses
penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau
pelayanan publik, atau tingkah laku aparat pengadilan, dengan cara
melakukan monitoring dan atau observasi dan atau konfirmasi dan atau
klarifikasi dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan
benar tidaknya hal yang diadukan tersebut. Pengaduan merupakan
permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang
berwenang, untuk menindaklanjuti menurut aturan yang berlaku terhadap
seseorang atau sckelompok orang yang telah melakukan tindakan yang
tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanganan pengaduan pada BPPT Kabupaten Berau sudah
dikelola oleh satu bidang yaitu bidang sistem informasi data, pengawasan
dan penanganan pengaduan. Berdasarkan informasi dari kepala bisang
yang bersangkutan bahwa untuk penanganan pengaduan pelayanan
perizinan pada BPPT Kabupaten Berau ditangani oleh tim pelayanan
pengaduan yang dikoordinir olch bidangnya. Hal tersebut seperii yang

disampaikan oleh kepala bidang Pelayanan Umum sebagai berikut :
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* Mulai tahun 2017 pelayanan pengaduan masyarakat sudah ditangani
oleh bidang data sistem informasi, pengawasan dan penanganan
pengaduan masyarakat.”

Sebelumnya pelayanan pengaduan dilakukan oleh masing-masing bidang
yang disesuaikan dengan perizinan yang dilayani, sedangkan sekarang
sudah terpusat di bidang ini.” Pengelolaan pengaduan dilakukan oleh Tim

Penanganan pengaduan BPPT Kabupaten Berau yang diketuai oleh Kepala
BPPT Kabupaten Berau.” Tim akan mengevaluasi seluruh pengaduan
yang ada di BPPT Kabupaten Berau secara berkala setiap minggu, untuk
kemudian ditindak lanjut oleh Tim.

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui petugas di front
office, maupun melalui kotak pengaduan atau lewat media lain yang
disediakan.”

Pernyataan kepala bidang Pelayanan Umum di atas bertentangan
dengan pengalaman yang diceritakan oleh JD (38 Tahun ) kepada kami
sebagai benikut :

“ Pada awal bulan Agustus 2016 yang lalu kami mengajukan Izin
Mendirikan Bangunan untuk rumah tinggal di dacrah Teluk Bayur. Setelah
semua blanko dan persyaratan kami lengkapi, kami mendapatkan bukti
penerimaan berkas lengkap oleh petugas yang ada di bagian depan.

Kami menanyakan kira-kira berapa lama IMB kami dapat terbit, informasi
dari petugas bahwa IMB sedikit agak lambat antara 2 minggu sampai
dengan 1 bulan.” “ Sebulan kemudian tepatnya pada pertengahan
September 2016 kami menanyakan kelanjutan permohonan IMB yang
kami ajukan.

Dijawab petugas waktu jtu untuk menunggu panggilan untuk peninjauan
lapangan.” Pada awa! bulan November 2016 kami menanyakan kembali
kenapa belum ada respon dari permohonan IMB kami, selain itu juga kami
menanyakan kemana kami harus mengadukan permasalahan im.

Petugas kemudian mengarahkan untuk bertemu dengan Kepala Pelayanan
Umum . Oleh kepala bidang akan dikoordinasikan teriebih dahulu dengan
pejabat yang bersangkutan, kami diminta menunggu informasi
selanjutnya.”
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Setelah sebulan kami tidak mendapatkan informasi kejelasan terhadap
permohonan IMB kami, saya menghadap kembali ke kepala bidang
pengaduan, oleh kepala bidang disarankan untuk mengajukan kembali
permohonan IMB.! Kami sangat terkejut karena sudah sekian lama tidak
ada tindak lanjut kok malah disuruh mengajukan kembali permohonan ?
pertanyaan saya sekarang terus berkas kami kemana ?. Setelah dengan
nada tinggi dan emosi yang tidak tertahankan akhimya kami berkeras
untuk bertemu dengan Kepala BPPT. Kepala BPPT saat itu
memerintahkan kepada pejabat yang berwenang untuk har itu juga
mencari berkas permohonan kami dan segera hari itu juga diproses”.

Pernyataan tersebut senada dengan yang dialami oleh BU ( 47

Tahun) yang mengurus IMB sudah lebih dari 2 bulan belum seclesai
menyatakan :
“ Waktu itu saya emosi karena sudah 2 bulan lebih IMB yang saya ajukan
belum ada informasi kelanjutannya, saya marah karena tidak ada satupun
pejabat yang bisa memberikan solusi terbadap permohonan IMB saya.
Saat ditemnui oleh kepala bidang pengaduan saya hanya dijanjikan akan
diselesaikan, namun sudah lebih dari 2 minggu belum ada kabarnya.

Akhirnya saya mencabut semua berkas-berkas yang saya ajukan dan
berencana untuk menghadap Bupati Berau menyampaikan permasalahan

== 4y
.

int

Berdasarkan pemyataan kedua pemohon di atas sangat
bertentangan dengan pernyataan Kepala Bidang Pelayanan Umum pada
BPPT Kabupaten Berau. Pelayanan pengaduan pada BPPT Kabupaten
Berau terlihat belum berjalan, dan hanya memberikan penjelasan-
penjelasan tanpa ada solusi yang tepat terhadap pengaduan oleh pemohon.
Seharusnya ketika ada pengaduan dari masyarakat segera dilakukan
upaya-upaya penyelesaian sehingga masyarakat tidak merasa disepelekan
atau diabaikan. Perlu adanya evaluasi secara berkala terhadap pelayanan
perizinan yang dilakukan oleh aparatur pada BPPT Kabupaten Berau,
schingga dapat dikendalikan permasalahan-permasalahan yang ada dan

tidak sampai menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.
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D. Pembahasan
Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pada BPPT Kabupaten

Berau harus berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik

di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey

Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang

mencakup unsur-unsur kelengkapan persyaratan, prosedur pelayanan, waktu

penyelesaian, biaya atau tarif pelayanan, kompetensi aparatur penyelenggara
pelayanan, penlaku penyelenggara pelayanan, maklumat pelayanan, dan
penanganan pengaduan terhadap pelnyelenggaraan pelayanan public. Masyarakat
pengguna pelayanan publik akan menilai bagaimana penyelenggaraan pelayanan
perizinan pada BPPT Kabupaten Berau dengan mengacu pada beberapa prinsip
penyelenggaraan pelayanan public tersebut. Berdasarkan hasil temuan persepsi
masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan pada BPPT Kabupaten

Berau yang telah diuraikan di atas akan dibahas sebagai berikut.

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan yang
diselenggarakan oleh Aparatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Berau

a. Persepsi masyarakat terhadap persyaratan Pelayanan Perizinan pada BPPT

Persyaratan merupakan dokumen atau berkas-berkas yang harus
dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan perizinan, baik secara
administratif maupun secara teknis. Persyaratan merupakan dokumen yang
harus dipenuhi eleh pemohon / pengguna jawa penyelenggara pelayanan

perizinan untuk mendapatkan dekumen berupa surat izin tertentu. (Novan
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Rivandi; 2010). Berdasarkan hasil termuan yang telah diuraikan di atas
menunjukkan bahwa secara prosedural persyaratan memang sudah tertulis
/ terdapat di masing-masing blanko isian untuk tiap-tiap izin yang
dimohon oleh masyarakat, akan tetapi terkadang ada beberapa izin yang
memiliki tambahan persyaratan yang tidak tertulis seperti di dalam blanko
pelayanan perizinan.

Persyaratan tambahan yang harus dipenuhi untuk suatu perizinan
akan memberikan tambahan beban bagi pemohon, batk beban moril
maupun materiil karena untuk mengurus tambahan persyaratan dimaksud
juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Disamping itu persyaratan
tambahan juga tidak dapat diurus secara langsung di BPPT Kabupaten
Berau sehingga memerlukan waktu, tenaga dan biaya tambahan bagi
pemohon untuk melengkapi berkas dimaksud.

Untuk pengurusan izin secara paraliel / bersamaan pemohon harus
menggandakan / fotocopy masing-masing persyaratan yang sama untuk
berkas perizinan yang berbeda, padahal hanya untuk satu orang / satu
nama serta pengurusannya juga di BPPT Kabupaten Berau. Seharusnya
untuk kelengkapan berkas persyaratan yang sama, maka cukup satu berkas
saja karena dikumpulkan di BPPT Kabupaten Berau schingga
pemberkasan tidak membebani pemohon. Contoh untuk fotocopy HO
seharusnya cukup satu saja untuk Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin
Usaha Perdagangan maupun izin lainnya karena dikumpuikan juga di

BPPT Kabupaten Berau.
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Prosedur pelayanan perizinan pada BPPT Kabupaten Berau dinilai
masih sangat birokratis, artinya masyarakat merasakan dimana ketika
mengurus perizinan secara bersamaan (parallel) tidak ada kemudahan
dalam hal pemberkasan, artinya tiap-tiap izin harus melengkapi berkas,
padahal berkasnya sama, seharusnya cukup satu berkas yang sama untuk
keseluruhan izin yang dimohon. Tambahan persyaratan yang diwajibkan
kepada BPPT oleh SKPD lain harus memiliki dasar hukum yang jelas dan
dipahami juga oleh aparatur pada BPPT Kabupaten Berau. Tambahan
persyaratan yang harus dipenuhi olech pemohon seharusnya
disosialisasikan agar pemohon memahami akan arti pentingnya tambahan
persyaratan tersebut, schingga pemohon tidak merasakan keberatan dan
menyadari bahwa tambahan persyaratan tersebut memang untuk
kepentingan bersama.

Persyaratan pelayanan perizinan yang dikeluarkan oleh BPPT
Kabupaten Berau scharusnya dipahami betul oleh aparatur pada BPPT
mulai dari dasar hukum terhadap persyaratan yang harus dipenuhi,
bagaimana cara mendapatkan persyaratan tambahan di maksud dan berapa
perkiraan biaya persyaratan tambahan dimaksud. Alangkah baiknya jika
persyaratan tambahan tersebut juga dapat diproses / diurus di kantor BPPT
Kabupaten Berau sehingga masyarakat / pemohon tidak harus mondar-
mandir kembali dan pelayanan perizinan betul-betul terpadu satu pintu
sesuai dengan amanat Undang-Undang,

Persyaratan yang ditetapkan pada masing-masing perizinan

scharusnya betul-betul memiliki dasar hukum dan berpihak kepada

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43712.pdf

132

kepentingan masyarakat. Disisi lain persyaratan tersebut seharusnya
mudah, murah dan transparan schingga tidak membebani masyarakat
ketika akan mengurusnya, lebih baik lagi apabila dapat diselesaikan
langsung di kantor BPPT Kabupaten Berau. Disamping itu diusahakan
persyaratan yang dibebankan kepada pemohon harus yang mampu
dipenuhi oleh pemohon agar tidak memberatkan, terutama bagi

peningkatan iklim investasi di Kabupaten Berau.

b. Persepsi masyarakat terhadap prosedur Pelayanan Perizinan pada BPPT

Menurut Muhammad Ali (2000 : 325) Prosedur adalah tata cara
kerja atau cara menjatankan suatu pekerjaan. Prosedur pada dasarnya
adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu
sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan
memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi. Prosedur adalah suatu
tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan
waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan,

Prosedur merupakan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi
pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Prosedur
merupakan acuan bagi pemberi pelayanan dan penerima pelayanan dalam
melaksanakan kegiatan pelayanan termasuk pelayanan perizinan yang
diberikan oleh aparatur BPPT Kabupaten Berau kepada pemohon. Proses
Pelayanan perizinan dimulai ketika masyarakat mengajukan permohonan
izin, sampai dengan masyarakat menerima Surat [zin yang dimohonkan.

Prosedur pelayanan perizinan pada BPPT Kabupaten Berau sudah disusun
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sedemikian sistematis schingga diharapkan akan memberi kemudahan
bagi masyarakat / pemohon dalam mengurus suatu surat izin.

Kenyataan hasil temuvan di lapangan berbeda dengan apa yang
diuraikan oleh pejabat di BPPT Kabupaten Berau, masyarakat merasa
bahwa prosedur dalam pengurusan izin berbelit-belit. Ada beberapa
tambahan persyaratan yang tidak tertulis pada blanko permohonan
perizinan yang harus dipenuhi untuk pengurusan suatu surat izin. Standard
baku pelayanan (Standard Operating Procedure SOP) pelayanan
perizinan tidak terperinci untuk masing-masing perizinan, sehingpa
pemohon tidak memiliki informasi yang akurat terhadap perosedur
pelayanan perizinan yang baku. Ketika dikonfirmasi ke aparatur BPPT
Kabupaten Berau menyatakan bahwa SOP untuk masing-masing perizinan
sudah ada akan tetapi masih dalam bentuk draft SOP dan belum dibakukan
dalam peraturan bupati Berau sehingga belum bisa diumnumkan.

Berdasarkan temuan-temuan berkenaan dengan  persepsi
masyarakat / pemohon terhadap prosedur pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau didapatkan bahwa prosedur yang ada belum bepalan
sesuai keinginan, Penyebabnya dikarenakan masih adanya prosedur lain
yang harus ditempuh oleh pemohon untuk mendapatkan perizinan tertentu,
disisi lain SOP terhadap keseluruhan pelayanan perizinan juga belum
memiliki dasar hukum sehingga belum bisa dilaksanakan secara optimal.

Dalam penetapan prosedur pelayanan sebaiknya dilakukan analisis
yang lebih mendetail schingga ketika prosedur telah ditetapkan akan

memberikan hasil yang optimal. Perlu dilakukan pengkajian secara rutin
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terhadap prosedur yang telah ditetapkan sehingga akan memberikan hasil

yang lebih optimal.

c. Persepsi masyarakat terhadap waktu Pelayanan Perizinan pada BPPT

Waktu penyelesaian merupakan salah satu dari standar pelayanan
publik. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan
permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
Semakin cepat waktu penyelesaian pelayanan, maka akan semakin
meningkatkan kepercayaan masyarakat akan pelayanan yang diberikan,
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan perizinan darn setiap izin mulai
dar penerimaan berkas sampai dengan terbitnya surat izin.

Informasi yang didapatkan dari Sekretaris BPPT Kabupaten Berau
menyatakan bahwa Semnua pelayanan perizinan sudah memiliki standard
pelayanan termasuk di dalamnya waktu penyelesaian masing-masing izin,
permasalahannya adalah bahwa SOP yang sudah disusun belum memiliki
kekuatan hukum yang tetap. Disisi lain masih ada beberapa permasalahan
berkenaan dengan waktu penyelesaian izin terutama Izin Mendirikan
Bangunan antara lain :

1. Keterbatasan tenaga teknis pengelola IMB
2. Pengaruh cuaca, dimana seringkali terjadi hujan
3. Kendala dengan Tim teknis, dimana kadang-kadang tim dari SKPD

lain tidak bisa hadir sehingga peninjauan tidak bisa dilaksanakan
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4, Sarana transportasi berupa mobil operasional yang terbatas sedikit
menyulitkan Tim teknis ketika harus meninjau ke lokasi.

5. Benturan waktu antara tugas kedinasan Kepala BPPT dengan waktu
penyelesaian IMB.

Menurut Ridwan ( 2011) waktu penyelesaian pelayanan perizinan
berhubungan dengan kinerja dari aparatur penyelenggara pelayanan
perizinan, semakin cepat waktu penyelesaian dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kinerja aparatur
penyelenggara pelayanan semakin tinggi. Sebaliknya semakin lama waktu
penyelesaian pelayanan perizinan, maka kinerja aparatur penyelenggara
pelayanan perizinan semakin rendah. Pendapat ini juga didukung oleh
Aminullah (2012) yang menyatakan bahwa waktu pelayanan
penyelenggara perizinan dalam menyelesaikan suatu izin akan dipengaruhi
oleh kinerja dari aparatur penyelenggara dimaksud. Semakin tinggi kinerja
aparatur penyelenggara pelayanan perizinan, maka akan semakin cepat
dalam penyelesaian suatu izin yang diajukan oleh pemohon.

Untuk dapat mencapai tingkat kinerja yang diinginkan, maka perlu
tingkatkan kemampuan dart aparatur pada BPPT Kabupaten Berau melalui
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis maupun upaya lain yang
mampu meningkatkan kemampuan aparatur pada BPPT Kabupaten Berau.
Dengan adanya peningkatan kemampuan aparatur pada BPPT Kabupaten
Berau, maka diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja pelayanan
perizinan yang dilakukan oleh aparatur pada BPPT Kabupaten Berau

dalam memberikan pelayanan perizinan.
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d. Persepsi masyarakat terhadap Biaya / Tarif Pelayanan Perizinan pada

BPPT Kabupaten Berau

Biaya pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan
publik. Biaya pelayanan termasuk rinciannya harus ditentukan secara
konsisten dan tidak boleh ada diskriminasi, sebab akan menimbulkan
ketidakpercayaan penerima pelayanan kepada pemberi pelayanan. Biaya
pelayanan ini harus jelas pada setiap jasa pelayanan yang akan diberikan
kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kecemasan, khususnya
kepada pihak atau masyarakat yang kurang mampu. Biaya / tarif
pelayanan adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan / dikenakan
kepada pemohon atau penerima pelayanan perizinan dalam mengurus dan
atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara perizinan yang besarnya
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biaya dikenakan tidak pada semua perizinan, akan tetapi hanya
perizinan yang memang secara hukum masih dikenakan tariff retribusi
daerah. Izin yang masih dikenakan tarif retribusi adalah Izin Mendirikan
Bangunan, dan Surat Jzin Tempat Usaha (SITU), sedangkan untuk
perizinan yang lain gratis. Berdasarkan beberapa pernyataan pomohon
yang dikonfirmasi oleh kepala bidang pelayaman umum nenyatakan
bahwa tidak ada pembayaran lain yang harus dibebankan kepada pemohon
selain yang sudah tertera dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
yang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Tanf retribusi yang

dikenakan oleh BPPT Kabupaten Berau memang sudah sesuai dengan
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yang tertera pada SKRD, dan tidak ada biaya tambahan lain yang harus
dibayar oleh pemohon.

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang
tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan
pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli® termasuk
ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini jamak
terjadi di Indonesia. Salah satu upaya aparatur BPPT Kabupaten Berau
dalam menghilangkan pungli adalah dengan menerapkan transparansi
dalam penetapan tarif retribusi pelayanan perizinan, artinya bahwa apa
yang seharusnya pemohon bayar sesuai dengan apa yang tertera di dalam
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang ditanda tangani oleh
Kepala dan Bendahara BPPT serta pemohon sebagai penyetor / pembayar

iayanan perizinan.

€. Persepsi masyarakat terhadap Kompetensi Petugas Pelayanan Perizinan
pada BPPT Kabupaten Berau

Kompetensi menurut Spencer & Spencer dalam Palan (2007)

adalah sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu

yang berhubungan secara kausal dalam memenuhi kriteria yang diperlukan

dalam menduduki suatu jabatan. Kompetensi terdiri darn 5 tipe

karakteristik, yaitu motif (kemauan konsisten sekaligus menjadi sebab dari

tindakan), faktor bawaan (karakter dan respon yang konsisten), konsep diri

(gambaran diri), pengetahuan (informasi dalam bidang tertentu) dan

keterampilan (kemampuan untuk melaksanakan tugas)
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Hal ini sejatan dengan pendapat Becker and Ulrich dalam Suparno
(2005:24) bahwa competency refers to an individual’s knowledge, skill,
ability or personality characteristics that directly influence job
performance. Artinya, kotnpetensi mengandung aspek-aspek pengetahuan,
ketrampilan (keahlian) dan kemampuan ataupun karakteristik kepribadian
yang mempengaruhi kinerja,

Berbeda dengan Fogg (2004:90) yang membagi Kompetenst
kompetensi menjadi 2 (dua) kategori yaitu kompetensi dasar dan yang
membedakan kompetensi dasar (Threshold) dan kompetensi pembeda
(differentiating) menurut kriteria yang digunakan untuk memprediksi
kinerja suatu pekerjaan. Kompetensi dasar (Threshold competencies)
adalah karakteristik utama, yang biasanya berupa pengetahuan atau
keahlian dasar seperti kemampuan untuk membaca, sedangkan kompetenst
differentiating adatah kompetensi yang membuat seseorang berbeda dari
yang lain.

Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana pelayanan perizinan mencakup pengetahuan, keahlian,
ketrampilan dan pengalaman serta dedikasinya dalam memberikan
pelayanan perizinan kepada pemohon / masyarakat. Kompetensi mutlak
harus dimiliki oleh seluruh aparatur yang melaksanakan pelayanan
perizinan, mulai dari front office, back office, sampai dengan petugas di
lapangan serta jajaran pejabat structural pada BPPT Kabupaten Berau.
Berdasarkan uraian pada bahasan hasil penelitian di atas menunjukkan

bahwa tidak semua aparatur pada BPPT Kabupaten Berau memikili
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kompetensi dalam melaksanakan pelayanan perizinan. Hal tersebut periu
mendapatkan perhatian yang lebih karena akan mempengaruhi kinerja
dalam pelayanan perizinan.

Peningkatan kompetensi aparatur pada BPPT Kabupaten Berau
sangat dibutuhkan agar mampu memberikan pelayanan secara prima
kepada masyarakat. Disisi lain perlu adanya evaluasi terhadap kompetensi
masing-masing aparatur agar diketahui tingkatan kompetensinya sehingga
memudahkan dalam pengambilan tindakan selanjutnya. Selain itu juga
diperiukan motivasi-motivasi kepada aparatur BPPT Kabupaten Berau
agar memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sistem Punish and
Reward dapat diterapkan untuk memicu motivasi kerja aparatur, artinya
apabila aparatur tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya maka diberikan
sanksi yang sesuai. Sedangkan bagi aparatur yang memiliki prestasi
kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan perizinan hendaknya

diberikan penghargaan yang sesuai.

f. Persepsi masyarakat terhadap Perilaku Petugas Pelayanan Perizinan pada
BPPT Kabupaten Berau

Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar,

perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku

menyimpang. Dalam sosiologi, perilaku dianggap sebagai sesuatu yang

tidak ditwjukan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu

tindakan sosial manusia yang sangat mendasar!! Perilaku tidak boleh

disalahartikan sebagai perilaku sosial, yang merupakan suatu tindakan
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dengan tingkat lebih tinggi, karena perilaku sosial adalah perilaku yang
secara khusus ditujukan kepada orang lain.

Perilaku adalah keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi),
pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap
suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Dalam pengertian umum perilaku
adalah segala perbuatan tindakan yang dilakukan makhiuk hidup. Perilaku
adalah suatu aksi dan reaksi snatu organisme terhadap lingkungannya. Hal
ini berarti bahwa perilaku baru berwujud bila ada sesuatu yang diperfukan
untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan.

Perilaku petugas pelayanan perizinan adalah segala tindak tanduk
dan tingkah laku yang dilakukan oleh petugas dalam memberikan
pelayanan kepada pemohon, mulai dari penerimaan berkas sampai dengan
terbitnya Surat Izin. Perilaku petugas pelayanan perizinan sangat
berpengaruh terhadap persepsi masyarakat akan pelayanan perizinan yang
diberikan oleh aparatur BPPT secara keseluruhan, oleh karena itu sopan
santun, ramah tamah, dan semua petugas memiliki kode etik dan etika
yang harus dijaga setiap saat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku aparatur
pelayanan pada BPPT Kabupaten Berau memiliki perilaku yang sopan
santun kepada pemohon, melayani dengan sabar dan sesuai dengan
prosedur yang ada. Apabila ada permasalahan yang tidak dapat
diselesaikan oleh petugas pada front office, maka akan dilimpahkan ke
pejabat structural yang membidangi secara berjenjang sampai dengan

kepada Kepala BPPT Kabupaten Berau.
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g. Persepsi masyarakat terhadap Maklumat Pelayanan Perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau.

Makluman pelayanan perizinan merupakan pemyataan
kesanggupan dan kewajiban penyelenggara pelayanan perizinan untuk
melaksanakan pelayanan perizinan sesuai dengan standard yang telah
ditetapkan. Maklumat pelayanan adalah pemnyataan tertulis yang berisi
keseluruhan rincian kewajiban dan janji yangterdapat dalam standar
pelayanan. (Pasal ! Angka 8 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik). Maklumat pelayanan merupakan bentuk legalitas
yang memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan untuk
mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan
kebutuhannya, perlindungan atau pengayoman, kepastian biaya dan waktu
penyelesaian, mengajukan keluhan, pengaduan dan metakukan
pengawasan. Sebuah maklumat pelayanan membawa konsekuensi besar.

Maklumat pelayanan adalah salah satu bukti kesungguhan pemberi
layanan publik untuk menerapkan prinsip - prnsip good governance
(transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan keadilan) dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakatnya. Masyarakat harus mengetahu
maklumat tersebut dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk
menyalurkan keinginan dan sarannya serta melakukan pengawasan dan
komplain bila ada ketidaksesuaian antara yang dijanjikan dengan praktek

pelaksanaannya
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa maklumat
pelayanan pada BPPT Kabupaten Berau belum memiliki dasar hukum
yang kuat sehingga belum bisa untuk ditampilkan / diberikan kepada
masyarakat. Hal terscbut menyebabkan masyarakat tidak bisa memberikan
persepsi terhadap maklumat pelayanan perizinan yang diberikan oleh

aparatur BPPT Kabupaten Berau.

h. Persepsi masyarakat terbadap Penanganan Pengaduan, Saran dan
Masukkan pada BPPT Kabupaten Berau.

Pengaduan, adalah laporan yang mengandung informasi atau
indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau
pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh aparat pengadilan, yang berasal
dari masyarakat, anggota; instansi peradilan, instansi di luar pengadilan,
maupun dari media massa dan sumber-sumber informasi lain yang
relevan. Penanganan pengaduan masyarakat, adalah rangkaian proses
penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau
pelayanan publik, atau tingkah laku aparat pengadilan, dengan cara
melakukan monitoring dan atau observasi dan atau konfirmasi dan atau
klarifikasi dan atau investigasi (pemeriksaan} untuk mengungkapkan
benar tidaknya hal yang diadukan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa penanganan
pengaduan pada BPPT Kabupaten Berau belum sesuai dengan yang
diharapkan oleh masyarakat. Pengelolaan dan penanganan pengaduan

masih belum terpola dan sistematis dan masih saling melemparkan dola
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panas, schingga masyarakat menjadi korban. Menurut Ahmadi Sudding
(2012) salah satu tolok ukur keberhasilan pelayanan perizinan adalah
bagaimana penanganan pengaduan masyarakat dikelola secara terpola dan
sistemnatis dengan melibatkan keseluruhan pihak-pihak yang terkait
sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum terhadap
permasalahan yang diadukan.

Apabila dalam suatu satuan organisasi pelayanan publik
penanganan pengaduan masih amburadul, maka dapat dinilai bahwa
penyelenggaraan pelayanan perizinan pada organisasi tersebut juga masih
belum berjalan secara baik. Penanganan pengaduan menjadi sangat krusial
karena masyarakat menginginkan mendapatkan kepastian hukum dari
permasalahan yang diadukan sehingga mereka akan merasa bahwa ada

jaminan hukum dart permasalahan yang diadukannya.

2. Variabel Kualitas Pelayanan Perizinan Yang Paling Berpengaruh
Terhadap Persepsi Masyarakat pada Pelayanan Perizinan yang
diberikan oleh Aparatur BPPT Kabupaten Berau

Berdasarkan pembahasan untuk masing-masing variabel persepsi
masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan oleh aparatur
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau maka dapat
ditarik garis besar sebagai berikut :

a. Persepsi masyarakat secara keseluruhan dari ( 8 ) delapan variabel
yaitu variabel persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu

pelayanan, biaya / tarif pelayanan, kompetensi petugas pelayanan,
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perilaku petugas pelayanan, maklumat pelayanan dan penangan
pengaduan saran dan masukkan hanya variabel biaya dan perilaku
petugas pelayanan masyarakat menyatakan cukup puas. Sedangkan
6 (enam) variabel lainnya yaitu persyarata pelayanan, prosedur
pelayanan, waktu pelayanan, kompetensi petugas pelayanan,
maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan saran dan
masukkan masyarakat menyatakan tidak puas. Kenyataan ini
membuktikan bahwa secara garis besar persepsi masyarakat
terhadap pelayanan perizinan yang diberikan oleh aparatur pada
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau masih
belum memberikan tingkat kepuasan yang sesuai atau diinginkan
oleh masyarakat. Persepsi masyarakat masih bersifat negatif /
masih belum puas dengan pelayanan yang diberikan karena belum
sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Masyarakat merasakan
bahwa pelayanan perizinan yang diberikan oleh aparatur pada
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau masih
terlampau birokratis ( untuk persyaratan pelayanan dan prosedur
pelayanan ), waktu pelayanan mdai dari memasukkan berkas
dampai dengan terbitnya izin juga dinilai masih sangat lamban
tidak sesuai dengan Standard Operasional Prosedur yang
seharusnya. Tingkat kemampuan / kompetensi petugas dalam
memberikan pelayanan perizinan juga belum merata bahkan hanya
tertumpu pada beberapa aparatur yang terlihat menguasai,

sedangkan yang lain tergantung dari yang bersangkutan. Untuk

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43712.pdf

147

permasatahan pelayanan perizinan yang diberikan oleh aparatur
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau.
Penanganan pengaduan tidak beralan dan terkesan saling
melemparkan tanggung jawab apabila ada permasatahan
dengan pelayanan perizinan yang diberikan oleh aparatur pada
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau.

3). Persyaratan dan prosedur pelayanan perizinan menjadi variabel
ketiga yang dikeluhkan oleh masyarakat, dimana persyaratan
pelayanan perizinan berdasarkan persepsi masyarakat terkesan
terlampau berbelit-belit, bahkan terkesan double persyaratan.
Persyaratan pelayanan perizinan scharusnya bersifat parallel
artinya untuk persyaratan perizinan yang sama pada izin yang
berbeda cukup satu berkas, sehingga akan memudahkan
masyarakat. Disisi lain persyaratan pelayanan perizinan yang
tidak bersifat penting dan tidak diatur dalam peraturan yang
berlaku seharusnya tidak menjad: persyaratan dalam pelayanan
perizinan, Untuk prosedur pelayanan masyarakat memberikan
persepsi bahwa prosedur pelayanan perizinan yang diberikan
oleh aparatur pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Berau masih terkesan berbelit-belit, bahkan ada
beberapa tambahan prosedur yang harus dilalui oleh

masyarakat untuk mengurus perizinan tertentu.
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BAB Y

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV

didapatkan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Dari 8 ( delapan ) variabel yang digunakan dalam penelitian, hanya 2 (dua)
variabel yang masyarakat menyatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan
oleh aparatur pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau yaitu
biaya / tarif pelayanan perizinan dan perilaku petugas pelayanan perizinan
yang dipersepsikan positif oleh masyarakat. Sedangkan 6 (enam) variabel
lainnya yaitu persyarata pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan,
kompetensi petugas pelayanan, maklumat pelayanan dan penanganan
pengaduan saran dan masukkan masyarakat menyatakan tidak puas /
masyarakat memberikan persepsi negatif. Kenyataan ini membuktikan bahwa
secara garis besar persepsi masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang
diberikan oleh aparatur pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Berau masih belum memberikan tingkat kepuasan yang sesuai atau diinginkan
oleh masyarakat. Artinya bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan
perizinan yang diberikan oleh aparatur pada Badan Peclayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Berau masih negatif.
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2. Berdasarkan pembahasan di atas, maka variabel yang paling berpengaruh
terhadap persepsi negatif masyarakat tentang pelayanan perizinan yang
diberikan oleh aparatur pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Berau adalah :

a. Waktu pelayanan perizinan
b. Penanganan pengaduan, saran dan masukkan

¢. Persyaratan dan prosedur pelayanan perizinan

B. Saran
1. Untuk dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap pelayanan
perizinan yang diberikan oleh aparatur pada BPPT Kabupaten Berau
maka hendaknya dilakukan hal-hal scbagar berikut :

a). Perlu dilakukan penyusunan kembali terhadap persyaratan-
persyaratan yang harus dipenuhi untuk permohonan suatu
perizinan dengan dasar hukum yang pasti dalam bentuk
peraturan Bupati Berau, maupun Peraturan Kepala BPPT
Kabupaten Berau.

b). Perlu disusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk
masing-masing penizinan schingga pemohon mendapatkan
kepastian prosedur dan kepastian persyaratan serta waktu

penyelesaian pelayanan perizinan.
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c). Perlu adanya peningkatan kompetensi petugas pelayanan
perizinan schingga akan dapat meningkatkan kinerja mereka
dalam memberikan pelayanan  kepada masyarakat. Perlu
disusun maklumat pelayanan perizinan yang memiliki dasar
hukum sehingga menjadi acuan dalam penyelenggaraan
pelayanan perizinan secara menyeluruh.

d). Perlu dibentuk tim khusus pelayanan dan penanganan
pengaduan yang terkoordinir baik secara intern maupun dengan
tim teknis di SKPD lain yang memiliki dasar hukum yang pasti.

2. Variabel kualitas pelayanan perizinan yang berpengaruh negatif dan
signifikan yaitu waktu pelayanan perizinan, penanganan pengaduan,
saran dan masukkan serta prosedur dan persyaratan pelayanan
perizinan, maka harus dilakukan perbatkan sesegera mungkin agar
tidak menimbulkan kekecewaan yang lebih mendalam dari masyarakat.

Harus ada Punish and Reward bagi aparatur pada BPPT Kabupaten

Berau sehingga akan meningkatkan kinerja dalam pelayanan perizinan

maupun pelayanan pengaduan masyarakat. Untuk prosedur dan

persyaratan perizinan perlu dilakukan kembali penyederhanaan kembali

dengan mengacu peraturan perundangan yang berlaku.
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Lampiran | Pedoman Wawancara

IL

Panduan Pertanyaan Penelitian Untuk Informan Internal / Eksternal

Identitas Responden

1
2.
3.

Nama / Umur responden
Pekerjaan
Pendidikan

Pertanyaan Penelitian

1.

i |

Jenis Penzinan apa yang sedang diurus / dimohon ... ............... ...

Bagaimana menurut pendapatan anda tentang persyaratan perizinan yang
disyaratkan oleh BPPT Kabupaten Berau ? ......................coiiiiiiieeee,

Bagaimana menurut pendapatan anda tentang prosedur pelayanan perizinan BPPT
Kabupaten Berau ? ... ... ..o et

Bagaimana mennrut pendapatan anda tentang prosedur pelayanan perizinan BPPT
Kabupaten Berau 7 .......... ..o e e

Bagaimana pendapat saudara terhadap biaya pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau 7 ... . e

Bagaimana pendapat saudara terhadap kompetensi petugas pelayanan perizinan
pada BPPT Kabupaten Berau 7 ........ ... ... e

Bagatmana pendapai saudara terhadap perilaku petugas pelayanan perizinan pada
BPPT Kabupaten Berau 7 ... ...

Bagaimana pendapat saudara terhadap pelayanan pengaduan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau 7 ... .. ... e
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Lampiran || Hasil Wawancara

IO

1L

Pertanyaan Penelitian Untuk Informan Internat

Identitas Responden

2.

Nama - Ths. Nazaruddin. M .Si
Jabatan . Sekretaris BPPT Kab. Berau

Pertanyaan Penelitian

Bagaimana menurut pendapatan anda tentang persyaratan perizinan vang
disyaratkan oleh BPPT Kabupaten Berau ?

Persyaratan pelayanan perizinan untuk masing-masing Surat izin sudah tercantiun
di dalam blanko perizinan masing-masing, sehingga ketika pemohon mengambil
blanko perizinan sudah bisa diisi sekaligus dilenpkapi persyaratannya.” Setelah
blanko diisi lengkap dan dipenuhi persyaratan-pesryaratan yang harus
dilampirkan, maka petugas di fromt office akan memproses validasi berkas,
apabila dinyatakan lengkap akan diberi tanda terima berkas lengkap.

Namun apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan ke pemwwohon uniuk
dilengkapt secara administrasi persayaratannya lebih dahulu baru akan diberikan
tanda tertma berkas lengkap untuk diproses lebth lanjut. ”

Bagaimana pendapat saudara terhadap prosedur pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Prosedur pelayanan perizinan sesuai dengan SOP masing-masing izin.

Bagaimana pendapat saudara terhadap waktu pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Semua pelayanan perizinan sudah inemiliki standard pelayanan termasuk di
dalamnya waktu penyelesaian masing-masing izin, permasalahannya adalah
bahwa SOP yang sudah disusun belum memiliki kekuatan hukuin yang tetap.”
Disisi lain masih ada permasalahan berkenaan dengan adanya kekurangan tenaga
tekmis terutama untuk pengelolaan 1zin mendirikan bangunan.

Persoalan tersebut seringkali menyebabkan IMB yang seyogyanya maksimal
penyelesaiannya 15 harn terkadang harus sampai 3 minggu sampai | bulan karena
ketidak seimbangan antara jumiah tenaga teknis dengan jumlah IMB yang
dimohon.
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Beberapa usaha telah ditempuh untuk mendapatkan tenaga teknis, akan tetapi
belum memenuhi harapan, sehingga masih menjadi permaslaahan yang cukup
serius terutama dalam pemrosesan IMB di BPPT Kabupaten Berau.

4. Bagaimana pendapat saudara terhadap biaya pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Untuk biaya pelayanan perizinan daiam hal ini retribusi daerah discsuaikan
dengan peraturan daerah Kabupaten Berau. Biaya retribusi daerah dapat dilihat
berdasarkan knteria izin untuk IMB dan SITU, sedangkan izin lain tidak dipungut
biaya alias gratis.

3. Bagaimana pendapat saudara teriiadap biaya pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Pelayanan Perizinan yang ada di BPPT Kabupaten Berau tidak semuanya
dikenakan tarif retribusi daerah, yang sampai dengan sekarang masih ada retribusi
daerahnya adalah Izin Mendirikan Bangunan dan Surat Izin Tempat Usaha
(SITU), sedangkan perizinan yang lain tidak dipungut biasa retribusi alias gratis.

Pengenaan retribusi disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten
Berau Nomor 6 tahun 2011 Tentang Retribusi IMB dan tidak ada pungutan lain
selain yang tertera dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).”

6. Bagaimana pendapat saudara terhadap kompetensi petugas pelayanan perizinan
pada BPPT Kabupaten Berau ?

Semua pegawai pada BPPT Kabupaten Berau dituntut untuk memiliki koinpetensi
sesual dengan tugas pokok dan fungsinya, disisi lain semua aparatur harus
mengetahui dasar-dasar pelayanan kepada masyarakat.

Kompetens: mencakup penguasaan terhadap seluk beluk perizinan, mulai dari
persyaratan yang harus dimiliki oleh masing-imasing perizinan, sampai dengan
bidang-btdang yang menangant inasing-masing perizinan.

Kompetensi wajib dinihki oleh seluruh jajaran aparatur BPPT Kabupaten Berau
mulai dari Kepala BPP1 sainpai dengan petugas fronf office, sehingga ketika
pemchon menanyakan tentang perizinan dapat dijawab atau charahkan.

Secara rutin dilakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur, terutaina berkaitan

dengan kompetensinya dalam memberikan pelayanan perizman, sechingga akan
lebih termonitor dan terkontrol secara rutin.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43712.pdf

7. Bagaimana pendapat saudara terhadap perilaku petugas pelayanan perizinan pada
BPPT Kabupaten Berau ?

Setiap aparatur yang bertugas di BPPT Kabupaten Berau sudah diberikan
pemahaman tentang perilaku yang harus dilakukan ketika memberikan pelayanan
kepada pemohon / masyarakat.

Setiap aparatur wajib memiliki semboyan 3 S : Senyum, Salam dan Sapa. Senyum
semua pegawat di BPPT dituntut untuk selalu ramah dan santun kepada semua
pemchon, salah satunya adalah melayani dengan senyum apapun yang terjadi.
Salam artinya ketika pemohon datang ke BPPT kita harus / wajib mengucapkan
salam yaitu selamat pagi, selamat siang maupun selamat sore, selanjutnya kita
akan menyapa dengan * ada yang bisa kami bantu 7.

Kemudiain ketika ierjadi permasalahan setiap aparatur tidak diperholelikan
mengedepankan emosi, tetapi harus sabar dan lemah lembut dalam menangani
pemohon, meskipun pemohon marah-marah atau berkata dengan nada tinggi.
Apabila petugas pada bagian front office tidak mampu melayani pemohon, maka
disarankan untuk menghadap ke pejabat yang menangani perizinan atau yang
berwenang pada saat itu, untu menghindari adanya emosi yang tinggi antara
pewmnchon dengan petugas fron! office.

8. Bagaimana pendapat saudara terhadap maklumat pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Sampai dengan saat ini Maklumat Pelayanan Perizinan belum memiliki dasar
hukum yang kuat, baik dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan Bupati
Berau, sehingga belum bisa dipergunakan secara optimal.” Maklumat pelayanan
perizman tidak dapat ditampilkan karena belum berdasar hukum, sehingga
masyarakat sampai dengan saat ini belum bisa melihat maklumat pelayanan pada
BPPT Kabupaten Berau.

9. Bagaimana pendapat saudara terhadap pelayanan pengaduan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Sebelumnya pelayanan pengaduan dilakukan oleh masing-masing bidang yang
disesuaikan dengan perizinan yang dilayani, sedangkan sekarang sudah terpusat dh
bidang ini1.” Pengelolaan pengaduan dilakukan oleh Tim

Penanganan pengaduan BPPT Kabupaten Berau yang diketuat oleh Kepala BPPT
Kabupaten Berau.” Tim akan mengevaluasi seluruh pengaduan yang ada di BPPT
Kabupaten Berau secara berkala setiap minggn, untuk kemudian ditindak lanjut
oleh Tim.

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui petugas di front office,
maupun melalui kotak pengaduan atau lewat media lain yang disediakan.
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Pertanyaan Penelitian Untuk Informan Internal

IR 1dentitas Responden
1. Nama . Kadriansyah, S. Pd
2 Jabatan . Kepala Bidang Pelayanan Umum BPPT Kab. Berau

II. Pertanyaan Penelitian

1.

Bagaimana menurut pendapatan anda tentang persyaratan perizinan yang
disyaratkan oleh BPPT Kabupaten Berau ?

Persyaratan pelayanan perizinan untuk masing-masing Surat izin sudah tercantum
di dalam blanko perizinan masing-masing, sehingga ketika pemohon mengambil
blanko perizinan sudah bisa diist sekaligus dilengkapi persyaratannya.” Setelah
blanko diisi lengkap dan dipenuhi persyaratan-pesryaratan yang harus
dilampirkan, maka petugas di front office akan memproses validast berkas,
apabila dinyatakan lengkap akan diberi tanda terima berkas lengkap.

Namun apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon untuk
dilengkapi secara administrasi persayaratannya lebih dahulu baru akan diberikan
tanda terima berkas lengkap untuk diproses lebih lanjut. ”

Bagaimana pendapat saudara terhadap prosedur pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Proses Pelavanan perizinan dimulai ketika masyarakat mengajukan permohonan

1zIn.

a. Masyarakat yang mengajukan izin mengambil blauko pelayanan perizinan
sesuai dengan izm yang dimohon di bagian front oofice.

b. Selanjutnya blanko diisi dan dilengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan sesuat
dengan perizinan yang dimohonkan.

¢. Setelah blanko diisi dan dilengkapi persyaratan-persyaratan sesuai dengan 1zin
yang dimohonkan, selanjutnya dikembalikan lagi ke front office untuk
dilakukan pengecekan kelengkapan berkas.

d. Apabila blanko dan kelengkapan berkas sudah memenuht persyaratan yang
sesuai dengan izin dimohon, kemudian diberikan tanda teriina berkas lengkap
oleh petugas pada front office. Apabila berkas masih ada kekurangan, maka
pemohon diminta untuk melengkapi kekurangan berkasnya untuk
mendapatkan tanda terima berkas lengkap.

e. Setelah berkas lengkap kemudian diserahkan ke petugas bagian back office
untuk proses selanjutnya.

f Berkas yang sudah lengkap sclanjutnya dibuatkan berita acara penminjauan
sesuai dengan perizinan yang dimohonkan. Pemohon akan diberi kabar via
telepon atau SMS kapan akan dilakukan peninjauan.

g. Pelaksanaan peninjauan dilakukan oleh Tim teknis yang harus didampingi
oleh pemohon apabila ada konfirmasi dari perizinan yang dimohoukan.
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Apabila hasil peninjavan menunjukkan bahwa terdapat keseuaian antara
berkas yang dimohon dengan kondisi di lapangan dan tidak menyalahi
peraturan yang berlaku, maka akan dibuatkan berita acara persetujuan hasil
peninjauan lapangan. Apabila tidak terdapat kesesuaian antara permohonan
dengan kondisi di lapangan, maka tim akan merujuk pada hasil peninjavan
lapangan,

h. Apabila hasil peninjavuan menunjukkan bahwa permohonan izin melanggar
peraturan yang berlaku, maka akan dilakukan penolakan secara tertulis kepada
pemohon.

I. Setelah berita acara persetujuan dibuat, maka akan dilakukan proses
perhitungan nilai retribusi (bila ada retribusinya, disesuaikan dengan izin yang
dimohon) selanjutnya akan dibuatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD) yang harus dibayar oleh pemohon.

). Apabila ndak ada retnbusi vang harus dibayarkan, maka akan ditakukan
proses pembuatau surat izin.

k. Apabila telah terbit SKRD, maka pemohon diwajibkan untuk membayar
SKRD terlebih dahulu untuk dapat diterbitkan Surat Izin yang dimohonkan.

Pemohon kemudian menyerahkan bukti pembayaran SKRD ke front office untuk
dapat diproses Surat Izin yang dimohonkan. Apabila Surat izin telah seiesai
diproses, maka pemohon akan diberitahu via telepon maupun sms, bahwa Surat
1zin yang dimohon telah selesai.”

Bagainana pendapat saudara terhadap wakiu pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

tud

Semua pelayanan perizinan sudah memiliki standard pelayanan termasuk dt
dalamnya waktu penyelesaian masing-masing izin.

4, Bagaimana pendapat saudara terhadap biaya pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Pelayanan Perizinan yang ada di BPPT Kabupaten Berau tidak semuanya
dikenakan tarif retribusi daerah, yang sampai deugan sekarang masih ada retribusi
daerahnya adalah Izin Mendirikan Bangunan dan Surat Izin Tempat Usaha
(SITU), sedangkan perizinan yang lain tidak dipungut biasa retribust alias gratis.
Pengenaan retribusi disesuaikan dengau Peraturan Daerah Nomor Kabupaten
Berau Nomor 6 tahun 2011 Tentang Retribusi IMB dan tidak ada pungutan lain
selain yang tertera dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

5. Bagaimana pendapat saudara terhadap biaya pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Pengenaan retribusi disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten
Berau Nomor 6 tahun 2011 Tentang Retribusi IMB dan tidak ada pungutan lain
selain yang tertera dalam Surat Ketetapan Retribust Daerabh (SKRD).”
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6. Bagaimana pendapat saudara terhadap kompetensi petugas pelayanan perizinan
pada BPPT Kabupaten Berau ?

Kompetensi wajib dimiliki oleh seluruh jajaran aparatur BPPT Kabupaten Berau
mulai dari Kepala BPPT sampai dengan petugas front office, schingga ketika
pemohon menanyakan tentang perizinan dapat dijawab atau diarahkan.

Secara rutin dilakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur, terutama berkaitan
dengan kompetensinya dalam memberikan pelayanan perizinan, sehingga akan
lebih termonitor dan terkontrol secara rutin.

7. Bagaimana pendapat saudara terhadap perilaku petugas pelayanan perizinan pada
BPPT Kabupaten Berau ?

Setiap aparatur wajib memiliki semboyan 3 S : Senyum, Salam dan Sapa, Senyum
semua pegawai di BPPT dituntut untuk selalu ramah dan santun kepada semua
pemohon, salah satunya adalah melayani dengan senyum apapun yang terjadi.
Salam artmya ketika pemohon datang ke BPPT kita harus / wajib mengucapkan
salam yaitu selamat pagi, selamat siang maupun selamat sore, selanjutnya kita
akan menyapa dengan “ ada yang bisa kami bantu ?.

8. Bagaimana pendapat saudara terhadap maklumat pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Sampai dengan saat ini Maklumat Pelayanan Perizinan belum memiliki dasar
hukum yang kuat, baik dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan Bupati
Berau, sehingga belum bisa dipergunakan secara optimal.” Maklumat pelayanan
perizinan tidak dapat ditampilkan karena belum berdasar hukum, sehingga
masyarakat sampal dengan saat ini belum bisa melihat maklumat pelayanan pada
BPPT Kabupaten Berau.

9 Bagaimana pendapat saudara terhadap pelayanan pengaduan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Mulai tahun 2017 pelayanan pengaduan masyarakat sudah ditanganm oleh bidang
data sistemn inforinasi, pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat.
Sebelumnya pelayanan pengaduan dilakukan oleh masing-inasing bidang yang
disesuaikan dengan perizinan yang dilayani, sedangkan sekarang sudah terpusat di
bidang ini.” Pengelolaan pengaduan dilakukan oleh Tim

Penanganan pengaduan BPPT Kabupaten Berau yang diketuai oleh Kepala BPPT
Kabupaten Berau.” Tim akan mengevaluasi seluruh pengaduan yang ada di BPPT
Kabupaten Berau secara berkala setiap minggu, untuk kemudian ditindak lanjut
oleh Tim,

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung inelalui petugas di front office,
maupun melalui kotak pengaduan atau lewat media lain yang disediakan.
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IL

43712.pdf

Panduan Pertanvaan Penelitian Untuk Informan Eksternal

Identitas Responden

1.
2.
3.

Nama / Umur responden . Abdul Rahman / 27
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan ;. St

Pertanyaan Penelitian

1.

Jenis Perizinan apa yang sedang diurus / dimohon -
IMB, SITU, SIUP dan TDP untuk usaha bengkel motor

Bagaimana menurut pendapatan anda tentang persyaratan perizinan yang
disyaratkan oleh BPPT Kabupaten Berau ?

Pada saat melakukan pengambilan blanko memang diberikan penjelasan oleh
petugas jront office, akan tetapi antara kelengkapan berkas yang tertulis pada
blanko permohonan tidak sesuai.

Ketika kami akan mengajukan izin pendirian bengkel motor, di dalam persyaratan
tidak mencantumkan harus ada STTPL dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Berau, tetaps disampaikan oleh petugas front office untuk bengkel wajib STTPL.
Untuk mengurus STTPL juga tidak bisa melalui BPPT tetapi harus mengurus lagi
ke BLH Kabupaten Berau, yang mana meimnbutuhkan waktu dan dana yang lebih
besar. Selain itu untuk mengurus SPPL juga tidak mudah, banyak persyaratan-
persyaratan yang harus dipenuhi, padahal hampir sama dengan persyaratan ketika
mengurus 1zin.”

Bagaimana pendapat saudara terhadap prosedur pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Terlampau ribet dan berbelit-belit.

Bagaimana pendapat saudara terhadap waktu pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Lambat dan terlalu lama izin selesai.

Bagaimana pendapat saudara terhadap biaya pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Biaya sesuai dengan yang ada di kwitanst BPPT.

Bagaimana pendapat saudara terhadap kompetensi petugas pelayanan perizman
pada BPPT Kabupaten Berau ?

Ndak semua petugas mengerti tentang izin.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43712.pdf

7. Bagaimana pendapat saudara terhadap perilaku petugas pelayanan perizinan pada
BPPT Kabupaten Berau ?
Biasa aja.

8. Bagaimana pendapat saudara terhadap pelayanan pengaduan perizinan pada BPPT

Kabupaten Berau ?

Lambat dalam menangani keluhan masyarakat
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Panduan Pertanyaan Penelitian Untuk Informan Eksternal

Identitas Responden

Nama / Umur responden : Muhammad Komaruddin / 37
Pekerjaan . Swasta
Pendidikan : SMA

Pertanyaan Penelitian
. Jems Perizinan apa yang sedang diurus / dimohon

IMB dan SITU untuk usaha Bengkel Mobil dan Motor

Bagaimana menurut pendapatan anda tentang persyaratan perizinan yang
disyaratkan oleh BPP'}' Kabupaten Berau ?

Ketika saya memasukkan berkas izin mendirikan bangunan bengkel, dinyatakan
lengkap karena sudah memenuhi semua persyaratan berkas yang dibutuhkan,
tetapi beberapa hari kemudian saya ditelpon katanya masih ada berkas tambahan
yang belum dipenuhi”. “ Lalu saya ke BPPT untuk menanyakan berkas apa lagi
yang kurang, tcrmyata saya harus mcngurus SPPL lebih dahulu, ketika saya
tanyakan dasar hukumnya itu persyaratan tambahan dari BLH”.

Pada saat mengurus SPPL ke BLH, saya harus melengkapi persyaratan yang
hampir sama dengan saat mengurus izin, pertanyaan saya kenapa tidak disatukan
saja sehingga tidak membebani pemohon.”

Bagaimana pendapat saudara terhadap prosedur pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?
Cukup berbelit-belit

Bagaimana pendapat saudara terhadap wakiu pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?
l1zin lambat selesai terutama IMB.

Bagaimana pendapat saudara terhadap biaya pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?
Biaya sesuvai dengan yang ada di kwitansi BPPT.

Bagaimana pendapat sandara terhadap kompetensi petugas pelayanan perizinan
pada BPPT Kabupaten Berau ?

Nggak semua petugas paham masalah perizinan

Bagaimana pendapat saudara terhadap perilaku petugas pelayanan periziman pada
BPPT Kabupaten Berau ?

Cukup ramah.

Bagaimana pendapat saudara terhadap pelayanan pengaduan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?
Lambat dalam menangani keluhan masyarakat
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Panduan Pertanyaan Penelitian Untuk Informan Eksternal

ldentitas Responden

Nama / Umur responden : Dam Aryanti / 42
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan . 81

Pertanyaan Penelitian
. Jenis Perizinan apa yang sedang diurus / dimohon

SITU untuk usaha Pemborong Umum

Bagaimana menurut pendapatan anda tentang perSyaratan perizinan yang
disyaratkan oleh BPPT Kabupaten Berau ?

Saat saya mengurus SITU untuk pemborong umum, dikatakan oleh petugas front
office bahwa ada persyaratan tambahan harus mengurus lagi BPIS
Ketenagakerjaan terlebih dahulu, sebelum melengkapi berkas-berkas yang
lainnya. “ Saya sanpat kaget karena dua tahun sebelumnya tidak ada persyaratan
tambahan harus mengurus BPJS Ketenagakerjaan, dan saat mengurus BJPS
ketenagakerjaan yang kebetulan juga berada di BPPT Kabupaten Berau kami
harus membayar sejumlah vang yang cukup besar.

Bagaimana pendapat saudara terhadap prosedur pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?
Kurang praktis, kalau bisa lebih disederhanakan.

Bagaimana pendapat saudara terhadap waktu pelavanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Masih ambat dan terlalu tama izin selesai trutama IMRB.

Bagaimana pendapat saudara terhadap biaya pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Tidak ada biaya yang diminta kecuali yang ada di kwitansi BPPT.

Bagaimana pendapat saudara terhadap kompetensi petugas pelayanan perizinan
pada BPPT Kabupaten Berau ?
Cukup ngerti kerjanya.

Bagaimana pendapat saudara terhadap perilaku petugas pelayanan perizinan pada
BPPT Kabupaten Berau ?
Cukup ramah.

Bagaimana pendapat saudara terhadap pelayanan pengaduan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Lambat dalam menangani keluhan masyarakat
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Panduan Pertanyaan Penelitian Untuk Informan Eksternal

Identitas Responden

Nama / Umur responden : Wahyuni Desifitrianti / 40
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan . SMA

Pertanyaan Penelitian

. Jenis Perizinan apa yang sedang diurus / dimohon

IMB untuk rumah tinggal

Bagaimana menurut pendapatan anda tentang persyaratan perizinan yang
disyaratkan oleh BPPT Kabupaten Berau 7

Persyaratan yang diajukan oleh BPPT Kabupaten Berau sama dengan di daerah-
daerah lain dan merupakan persyaratan yang standard.

Bagaimana pendapat saudara terhadap prosedur pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Pada saat mengurus Izin Mendirikan Bangunan di rumah kami, kam! disodorkan
blanko yang harus diisi terlebih dahulu dengan dilengkapi berkas-berkas seperti
PBB, Izin tetangga (HO), KTP tetangga kiri, kanan depan belakang, gambar
rumah yang dimohon. IMB yang saya ajukan hanya untuk rumah tinggal,
sehingga persyaratannya juga tidak terlalu memberatkan. *“ Setelah saya isi blanko
dan saya lengkapi semua persyaratannya saya diberi tanda terima berkas lengkap
oleh petugas di fromt office, untuk menunggu jadwal peniujauan lokasi.”
Sepertinya prosedur awal pengurusan izin IMB kamu tidak terlalu berbelit-belit”.

Bagaimana pendapat saudara terhadap waktu pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?
Lambat dan terlalu lama terutama untuk IMB.

Bagaimana pendapat saudara terhadap biaya pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?
Kami tidak diminta biaya lain selain yaug ada di kwitansi BPPT.

Bagaimana pendapat saudara terhadap kompetensi petugas pelayanan perizinan
pada BPPT Kabupaten Berau ?

Cukup kompeten, hanya beberapa yang saya lihat kaya ndak ada kerjanya.
Bagaimana pendapat saudara terhadap perilaku petugas pelayanan perizinan pada
BPPT Kabupaten Berau ?

Ramah.

Bagaimana pendapat saudara terhadap pelayanan pengaduan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?
Kurang sigap kalau menyelesaikan keluhan masyarakat
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1L

43712.pdf

Panduan Pertanyaan Penelitian Untuk Informan Eksternal

Identitas Responden

I.
2.
3.

Nama / Umur responden . Sri Mulyani / 27
Pekerjaan © Swasta
Pendidikan . D3

Pertanyaan Penelitian

1.

Jenis Perizinan apa yang sedang diurus / dimohon

IMB, SITU, SIUP dan TDP untuk bengkel motor

Bagaimana menurut pendapatan anda tentang persyaratan perizinan yang
disyaratkan oleh BPPT Kabupaten Berau ?

Persyaratan yang diajukan oleh BPPT Kabupaten Berau terlampau memberatkan,
kalau bisa dikurangi agar tidak memberatkan masyarakat.

Bagaimana pendapat saudara terhadap prosedur pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Sewaktu saya mengajukan i1zin mendirikkan bangunan untuk bengkel saya
dipusingkan karena informasi yang saya terima di BPPT saya harus mengurus
UKL UPL terlebih dahulu ke BLH, sementara bengkel saya sudah cukup lama
berdin dan tidaklah terlampau besar. “ Kemudian saya ke BLH, dan menanyakan
persyaratan yang harus saya lengkapi untuk izin mendirikan bangunan, dan
ternyata saya hanya diminta mengurus SPPL bukan UKL atan UPL.” Perbedaan
informasi antara aparatur di BPPT dan di BLH mi membuat saya bingung,
mengapa tidak sama, kenapa tidak sekalian untuk mengurus SPPL atau UKL UPL
di BPPT saja biar mudah tidak berbelit-belit.”

Bagaimana pendapat saudara terhadap waktu pelayanan perizinan pada BPPT

Kabupaten Berau ?
Lambat terutama untuk iMB.

Bagaimana pendapat saudara terhadap biaya pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Beran ?
Kami tidak diminta biaya lain kecuali yang ada di kwitansi BPPT.

Bagaimana pendapat saudara terhadap kompetensi petugas pelayanan perizinan
pada BPPT Kabupaten Berau ?
Cukup kompeten kerjanya.

Bagaimana pendapat saudara terhadap perilaku petugas pelayanan perizinan pada
BPPT Kabupaten Berau ?
Cukup Ramah.

Bagaimana pendapat saudara terhadap pelayanan pengaduan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?
Lambat kalau menyelesaikan keluhan masyarakat
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Panduan Pertanyaan Penelitian Untuk Informan Eksternal

Identitas Responden

1. Nama / Umur responden . Asriyansyah / 47
2. Pekerjaan - Swasta
3. Pendidikan . SMA

Pertanvaan Penelitian

. Jenis Perizinan apa yang sedang diurus / dimohon

IMB, SITU, SIUP dan TDP untuk Pertokoan

Bagaimana menurut pendapatan anda tentang persyaratan perizinan yang
disyaratkan oleh BPP1" Kabupaten Berau ?

Persyaratan yang diajukan oleh BPPT Kabupaten Berau terlampau berbelit-belit
dan banyak yang harus diurus, kalau bisa dikurangi agar tidak memberatkan,

Bagaimana pendapat saudara terhadap prosedur pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupatcn Berau ?

Saat saya memasukkan berkas untuk mengurus izin mendirikan bangunan
pertokoan, saya harus mengurus lagi persyaratan tambahan yaitu UKL UPL,
dikarenakan informasi mereka luasan bangunan saya harus wajib UKL UPL. Saat
saya minta dasar hukum kenapa harus UKL UPL mereka menyarankan saya
untuk ke BLH menanyakan pernhal tersebut.” Kemudian ketika saya tanya berapa
lama penyelesaian IMB setelah berkas saya lengkap, mereka tidak bisa
memberikan kepastian waktunya, dengan alas an karena personil mereka terbatas,
sedangkan iz yang masuk sangat banyak.

Pada saat itu juga sava menanyakan Standard pelayanan terutama waktu untuk
pengurusan izin IMB, informasinya paling lambat 15 hari, tetapi ada juga
pemohon yang keteinu saya sudah 1 bulan tetapi belum kelar juga IMBnya.”
Pertanyaan saya kenapa tidak ada standard baku dalam pelayanan perizinan,
terutama waktu penyelesaian 1zin.

Bagaimana pendapat saudara terhadap waktu pelayanan perizman pada BPPT
Kabupaten Berau ?
Terlalu lama terutama untuk IMB.

Bagaunana pendapat saudara terhadap biaya pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?
Kami tidak diminta biaya lam selain yang ada di kwitanst BPPT.

Bagaimana pendapat saudara terhadap kompetensi petugas pelayanan perizinan
pada BPPT Kabupaten Berau ?
Cukup kompeten, hanya beberapa yang saya lihat kaya ndak ada kerjanya.
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7. Bagaimana pendapat saudara terhadap perilaku petugas pelayanan perizinan pada
BPPT Kabupaten Berau ?
Ramah.

8. Bagaimana pendapat saudara terhadap pelayanan pengaduan perizinan pada BPPT

Kabupaten Berau ? _
Kurang sigap kalau menyelesaikan keluhan masyarakat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Panduan Pertanyaan Penelitian Untuk Informan Eksternal

Identitas Responden

1.
2.
3

Nama / Umur responden . Sudirman / 21
Pekerjaan . Swasta
Pendidikan N

Pertanyaan Penelitian

1.

Jenis Perizinan apa yang sedang diurus / dimohon

IMB untuk rumah pribadi

Bagaimana menurut pendapatan anda tentang persyaratan perizinan yang
disyaratkan oleh BPPT Kabupaten Berau ?

Persyaratan yang diajukan oleh BPPT Kabupaten Berau cukup banyak dan agak
merepotkan kami.

DBagaimana pendapat saudara terhadap prosedur pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Pada saat saya menanyakan Standard pelayanan terutama waktu untuk
pengurusan izin IMB, informasinya paling lambat 15 hari, tetapi ada juga
pemohon yang ketemu saya sudah 1 bulan tetapi belum kelar juga IMB nya.

Bagaimana pendapat saudara terhadap waktu pelayanan penzinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Awal bulan Agustus 2016 lalu saya sudah memasukkan berkas IMB dan
dinyatakan lengkap, terbukti saya inendapatkan tanda terima berkas iengkap dari
front office BPPT Kabupaten Berau. Setelah menunggu 3 minggu saya
mendapatkan telepon dari staf BPPT bahwa akan dilakukan peninjauan lapangan
terhadap izm yang saya masukkan. “ Setelah ditinjau dan dilakukan verifikasi
terhadap berkas-berkas yang saya ajukan, kemudian saya mendapatkan berita
acara hasil peninjauan di lapangan.”

Setelah 2 minggu saya menunggu saya mendapatkan telepon kembali bahwa
sudah keluar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang hafus saya bayar
sebesar Rp. 1.075.000,- untuk dapat diterbitkan Surat [zin Mendirikan Bangunan
yang saya miliki. “ Setelah retribusi saya bayar, saya menanyakan kepada petugas
Jront office kapan Surat Izin Mendirikan Bangunan milik saya dapat diambil,
disampaikan bahwa masih dalam proses.

Saya tunggu sampai dengan 2 minggn belum ada jawaban / telepon dari BPPT,
lalu saya berimsiatif mendatangi ke kantor menanyakan kapan IMB saya dapat
diambil. Ternyata belum juga selesai dengan alasan belum ditanda tangani oleh
pimpinan, karena beliau masih dinas luar.
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Seminggu kemudian saya mendapatkan telepon dari BPPT bahwa IMB saya
sudah selesai dan dapat diambil. “ Jadi total waktu penyelesaian IMB saya kurang
lebih 8 minggu atau 2 bulan, sedangkan informasi yang saya liat harusnya hanya 2
minggu maksimal.”

5. Bagaimana pendapat saudara terhadap biaya pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?
Biaya sesuai dengan yang ada di kwitansi BPPT.

6. Bagaimana pendapat saudara terhadap kompetensi petugas pelayanan perizinan
pada BPPT Kabupaten Berau ?
Cukup kompeten.

=]

Bagaimana pendapat saudara terhadap perilaku petugas pelayanan perizinan pada
BPPT Kabupaten Berau ?
Cukup Ramabh.

8. Bagaimana pendapat saudara terhadap pelayanan pengaduan perizinan pada BPPT

Kabupaten Berau ?
Lambat kalau menyelesaikan keluhan masyarakat
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Panduan Pertanyaan Penelitian Untuk Informan Eksternal

Identitas Responden

i Nama / Umur responden : Yanti/33
2. Pekerjaan . Swasta
3. Pendidikan . SMA

Pertanvaan Penelitian
1. Jenis Perizinan apa yang sedang diurus / dimohon

IMB untuk rumah pribadi

Bagaimana menurut pendapatan anda tentang persyaratan perizinan yang
disyaratkan oleh BPPT Kabupaten Berau ?
Persyaratan yang diajukan oleh BPPT Kabupaten Berau agak memberatkan kami.

Bagatmana pendapat saudara terhadap prosedur pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Prosedur palayanan perizinan tidak terpampang di depan sehmgga susah untuk
mendapatkan informasi tentang pengurusan IMB, untuk mengurus izin [MB
informasinya paling lambat 15.

Bagaimana pendapat saudara terhadap waktu pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Bulan April 2016 lalu saya mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan
Rumah tinggal di Gunung Tabur, pertaina-tama saya diminta mengisi blanko dan
melengkapi semua persyaratan-persyarataunya untuk bisa memenuhi kelengkapan
adminisirasi pengurusan IMB. * “Setelah semua persyaratan saya penuhi dan
blanko sudah saya isi lengkap, lalu saya masukkan permohonan melalui front
office, dan saya mendapatkan tanda terima berkas lengkap.

Saya menanyakan kapan kira-kira IMB saya isa jadi, djawab pada waktu itu
tunggu saja pak “. Hainpir sebulan saya menunggu belum ada pemberitaliuan,
kemudian saya ke BPPT menanyakan perihal permohonan saya, setelah beberapa
saat mencari mercka menginformastkan saya untuk menunggu karena masth
banyak yang belum selesai.

Seminggu setelah itu saya dapat telepon bahwa akan dilaknkan peninjauan
lapangan, kami diminta ada di tempat untuk konfinmasi beberapa hal.

Selesai peninjauan lapangan saya diberi berita acara hasil peninjauan lapangan
yang intinya tidak ada permasalahan dan dapat dilanjutkan proses IMB saya.

Dua minggu menunggu saya baru dapat telepon bahwa IMB saya sudah dibuatkan
Surat Pembayaran, dan harus dibayar segera agar IMB dapat diterbitkan. Saat itu
saya membayar Rp. 1.376.000,- untuk retribusi dan saya diberi tanda buku lunas
pembayaran SKRD oleh bendahara.
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Satu minggu kemudian saya ke BPPT untuk menanyakan IMB apakah sudah
selesai, dijawab waktu itu tinggal menunggu penanda tanganan dari pimpinan.
“Satu mninggu kemudian saya dapat telepon bahwa IMB sudah bisa diambil.

Jadi total mulai masukan berkas permohonan IMB sampai dengan terbit IMB
hampir 9 minggu atau 2 bulan, pertanyaan saya kenapa sangat jauh berbeda
dengan waktu yang seharusnya hanya 15 hari kerja ?.

5. Bagaimana pendapat saudarz terhadap bizya pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?
Sesuai dengan yang ada di kwitansi BPPT.

6. Bagaimana pendapat saudara terhadap kompetensi petugas pelayanan pertzinan
pada BPPT Kabupaten Berau ?
Cukup kompeten.

7. Bagaimana pendapat saudara terhadap perilaku petugas pelayanan perizinan pada
BPPT Kabupaten Berau ?
Cukup Ramah.

8. Bagatmana pendapat saudara terhadap pelayanan pengaduan perizinan pada BPPT

Kabupaten Berau ?
Lambat menangani kalau kita mengadu, suruh menghadap sana-sini.
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Panduan Pertanyaan Penelitian Untuk Informan Eksternal

Identitas Responden

1.
2.
3.

Nama / Umur responden . Fransiskus Radianto / 42
Pekerjaan . Swasta
Pendidikan . 81

Pertanyaan Penelitian

1.

¥ 1]

Jenis Perizinan apa yang sedang diurus / dimohon

IMB untuk rumah pribadi

Bagaimana menurut pendapatan anda tentang persyaratan perizman yang
disyaratkan oleh BPPT Kabupaten Berau ?

Persyaratan yang diajukan oleh BPPT Kabupaten Berau standard hampir sama
dengan di Samarinda.

Bagaimana pendapat saudara terhadap proscdur pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Prosedur pelayanan perizinan di BPPT Kabupaten Berau cukup baik..

Bagatmana pendapat saudara terhadap waktu pelayanan perizman pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Waktu pelayanan untuk IMB agak lambat, sehingga perizinan lain jadi terhambat
pula.

Bagaunana pendapat saudara terhadap biaya pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Pada awal bulan Februari 2017 saya mengurus Izin Mendirikan Bangunan, Surat
Izin Tempat Usaha dan Surat Izin Usaha Perdagangan serta Tanda Daftar
Perusahaan untuk CV. Armanita yang menangani jual beli saprodi pertanian.
Pertama waktu pembayaran retribusi IMB tempat usaha kami sebesar Rp.
3.760.000,- juga sesuai dengan bukti pembayaran yang kami terima, ketika saya
tanya apa ada biaya admimstrasi lainnya, bendahara mengatakan tidak ada biaya
lain lagi. Demikian juga sewaktu meugambil IMB tidak dikenakan biaya lag:.
Seielah itu sava diminta membayar biaya Surat izin Tenipat Usaha sebesar
Rp. 4.920.000,-, demikian juga sewaktu membayar SITU tidak ada biaya-biaya
lain yang harus kami keluarkan. Biaya yang harus kami bayar sesuai dengan biaya
yang tertera pada bukti pembayaran yang kami terima yang ditandatangani
pimpinan dan bendahara dan kami selaku pembayar.

Sedangkan untuk Surat izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan
tidak dikenakan biaya sama sekali, atau gratis.
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6. Bagaimana pendapat saudara terhadap kompetensi petugas pelayanan perizinan
pada BPPT Kabupaten Berau ?
Cukup kompeten, hanya beberapa yang saya hhat kaya ndak ada kerjanya.

7. Bagaimana pendapat saudara terhadap perilaku petugas pelayanan perizinan pada
BPPT Kabupaten Berau ?
Ramah.

Bagaimana pendapat saudara terhadap pclayanan pengaduan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?
Kurang sigap kalau menyelesaikan keluhan masyarakat

co
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Panduan Pertanyaan Penelitian Untuk Informan Eksternal

Identitas Responden

Nama / Umur responden : Haji Ansari/ 51
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Fertanyaan Penelitian
. Jenis Perizinan apa yang sedang diurus / dimohon

IMB, SITU, SIUP dan TDP untuk Usaha Perdagangan Umum

Bagaimana menurut pendapatan anda tentang persyaratan perizinan yang
disyaratkan oleh BPPT Kabupaten Berau ?
Cukup standard hampir sama dengan di Makasar.

Bagaimana pendapat saudara terhadap prosedur pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?
Prosedur pelayanan perizinan cukup baik..

Bagaimana pendapat saudara terhadap waktu pelayanan periziman pada BPPT
Kabupaten Berau ?
Untuk IMB lambat, sedangkan izin lain cukup cepat..

Bagaimana pendapat saudara terhadap biaya pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Pertengahan Januari 2017 saya mengurus perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha,
Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan untuk usaha
perdagangan umum kami.

Pembayaran untuk SITU kamn sebesar Rp. 600.000,- sesuai dengan bukti
pembayaran (SKRD) yang harus kami bayar yang ditandatangam pimpinan dan
bendahara, sedangkan untuk SIUP dan TDP sama sekali tidak ada biaya lagt yang
harus kami keluarkan.

Bagaimana pendapat saudara terhadap kompetensi petugas pelayanan perizinan
pada BPPT Kabupaten Berau ?
Cukup bagus.

Bagaimana pendapat saudara terhadap perilaku petugas pelavanan perizinan pada
BPPT Kabupaten Berau ?
Ramah.

Bagaimana pendapat saudara terhadap pelayanan pengaduan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?
Kurang sigap kalan menyelesaikan keluhan masyarakat
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Panduan Pertanyaan Penelitian Untuk Informan Eksternal

Identitas Responden

Nama / Umur responden : Kamaruddin /51
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Pertanyaan Penelitian
. Jenis Periziman apa yang sedang diurus / dimohon

IMB, SITU, SEUP dan TDP untuk Usaha Agen BﬁM

Bagaimana menurut pendapatan anda tentang persyaratan perizinan yang
disyaratkan oleh BPPI' Kabupaten Berau ?
Terlalu banyak persyaratan.

Bagaimana pendapat saudara terhadap prosedur pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Prosedur pelayanan perizinan agak rumit.

Bagaimana pendapat saudara terhadap waktu pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Untuk IMB lambat, sedangkan izin lain cukup cepat..

Bagaimana pendapat saudara terhadap biaya pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Biaya sesuai dengan retribusi daerah atau yang ada di kwitansi BPPT.

Bagaimana pendapat saudara terhadap kompetensi petugas pelayanan perizinan
pada BPPT Kabupaten Berau ?

Pada awal bulan Desember 2016 kami mempertanyakan prosedur mengurus izin
untek membuka agen BBM dt Kampung Sido Bangen Kecamatan Kelay, waktu
1tu petugas di bagian depan masih terlihat kebingungan.

Kemudian dia masuk ke ruangan dalam katanya mencari mas .... Yang biasanya
mengurus masalah agen BBM. Lima menit kemudian petugas tadi menemui kami
dan mengatakan bahwa yang bersangkutan masih ke lapangan, kamt diminta
nicnunggu beberapa menit.”

Kurang lebih 30 menit, kemnudian kami diberitahukan untuk dapat bertemu
langsung dengan saudara ... yang katanya memang mengurus masalah pendirian
agen BBM.” Saudara ... menyampaikan bahwa untuk dapat mengurus menjadi
agen BBM harus terlebih dahule mengurus rekomendasi ke Bagian Perekonomian
Setda Berau, setclah rekomendasi didapatkan baru dapat mengurus perizinan lebih
lanjut.
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7. Bagaimana pendapat saudara terhadap perilaku petugas pelayanan perizinan pada
BPPT Kabupaten Beran ?
Ramah.

8. Bagaimana pendapat saudara terhadap pelayanan pengaduan perizinan pada BPPT

Kabupaten Berau ?
Kurang sigap kalau menyelesaikan keluhan masyarakat
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Panduan Pertanyaan Penelitian Untuk Informan Eksternal

Identitas Responden

Nama / Umur responden : Tn Haryono /35
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan St

Pertanyaan Penelitian
. Jenis Perizinan apa yang sedang diurus / dimohon

IMB, SITU, SIUP dan TDP untuk Usaha Eksterior Decoratif

Bagaimana menurut pendapatan anda tentang persyaratan perizinan yang
disyaratkan oleh BPP1 Kabupaten Berau ?
Kebanyakan syarat yang harus dipenuhi.

Bagaimana pendapat saudara terhadap prosedur pelayahan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?
Prosedurmnya kurang jelas dan transparan.

Bagaimana pendapat saudara terhadap waktu pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?
Hampir semua izin agak lambat prosesnya.

Bagaimana pendapat saudara terhadap biaya pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?
Biaya sesuai dengan retribusi daerah atau yang ada di kwitansi BPPT.

Bagaimana pendapat saudara terhadap kompetensi petugas pelayanan perizinan
pada BPPT Kabupaten Berau ?

Kami waktu itu mengajukan persyaratan untuk mengurus izin usaha Eksterior
dekorasi dan pertamanan di Tanjung Redeb. “ Pada saat ke kantor BPPT kami
sampaikan bahwa kami akan mengajukan izin untuk mengurus izin eksterior
dekorasi dan pertamanan yang rencananya akan berlokasi di Tanjung Redeb.
Pertama oleh petugas disampaikan bahwa kami harus mengurus [zin Mendirikan
Bangunan, kemudian mengurus Surat Izin Tempat Usaha, Surat [zin Usaha
Perdagangan dan Tanda Daflar Perusahaan,” Kemudian kami tanyakan
bagaimana persyaratan mengurus surat-surat dimaksud, disainpatkan beberapa
persyaratan yang harus kami lengkapi.

Namun yang menjadi kebingungan kami adalah ketika kami adalah ketika kami
diminta untuk mengurus Rckomendasi dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Pemadam Kebakaran, karena ketika kami ke dinas dimaksud malahan mereka
bingung rekomendasi apa yang harus dikeluarkan.

Kemudian kami konfirmasi kembali ke BPPT, bahwa dinas yang bersangkutan
tidak mengeluarkan rekomendasi. Petugas yang berkompeten menangant
permasalahan tersebut menvampaikan bahwa tidak periu rekomendasi.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43712.pdf

In: yang seringkali menjadi kami bingung, disatu sisi petugas menyampaikan
harus menggunakan rekomendasi, disisi lain tidak perlu rekomendasi. Ini
menunjukkan bahwa antara petugas di depan dengan petugas di belakang tidak
koordinasi terlebih dahulu.

7. Bagaimana pendapat saudara terhadap perilaku petugas pelayanan perizinan pada
BPPT Kabupaten Berau ?
Cukup ramah

8. Bagaimana pendapat saudara terhadap penanganan pengaduan pelayanan

penzinan pada BPPT Kabupaten Berau ?
Sangat lamban
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Panduan Pertanvaan Penelitian Untuk Informan Eksternal

Identitas Responden

Nama / Umur responden : Hari Rahmawan /32
Pekenaan . Swasta
Pendidikan D3

Pertanyaan Penelitian

Jenis Perizinan apa yang sedang diurus / dimohon

Perpanjangan SITU, SIUP dan TDP untuk Usaha Pertokoan

Bagaimana menurut pendapatan anda tentang persyaratan perizinan yang
disyaratkan oleh BPP|' Kabupaten Berau ?
Standard sesuai dengan daerah lain.

Bagaimana pendapat saudara terhadap prosedur pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Prosedurnya cukup jelas dan transparan.

Bagaimana pendapat saudara terhadap waktu pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?
Lumayan cepat dibandingkan sebelum di BPPT.

Bagaimana pendapat saudara terhadap biaya pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?
Biaya sesuai dengan retribusi daerah atau yang ada di kwitansi BPPT,

Bagaimana pendapat saudara terhadap kompetensi petugas pelayanan perizinan
pada BPPT Kabupaten Berau ?
Cukup bagus dan memahami serta memben penjelasan kepada pemohon.

Bagaunana pendapat saudara terhadap perilaku petugas pelayanan perizinan pada
BPPT Kabupaten Beran ?

Beberapa minggu yang lalu saya mengurus izin perpanjangan Surat 1zin Tempat
Usaha Pertokoan, petugas yang ada di front office memberikan blanko yang harus
diisi dan menjelaskan dengan sopan santun kepada kami tentang persyaralan-
persyaratan yang karus kami penuhi untuk perpanjangan surat izin dimaksud.”
Bahkan pada saat itu ada pemohon yang marah-marah karena izinnya tidak
kunjung selesai, petugas front office menjelaskan dengan nada yang tenang tanpa
ada tanda-tanda cmosi.

Kemudian petugas tersebut menyarankan agar pemohon dimaksud langsung
menghadap ke pejabat yang berwenang menangani perizinan tersebut agar
mendapatkan penjelasan lebik lanjut.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



1L

43712.pdf

Panduan Pertanvaan Penelitian Untuk Informan Eksternal

Identitas Responden

1.
2.
3.

Nama / Umur responden : Santi Heryawanti / 38
Pekerjaan . Swasta
Pendidikan . St

Pertanyaan Penelitian

1.

Jenis Perizinan apa yang sedang diurus / dimohon

Perpanjangan SITU, SIUP dan TDP untuk Usaha Pemborong Umum

Bagaimana menurut pendapatan anda tentang persyaratan perizinan yang
disyaratkan oleh BPPT Kabupaten Berau ?
Sesuai Standard nasional.

Bagaimana pendapat saudara terhadap prosedur pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Prosedurnya jelas dan transparan.

Bagaimana pendapat saudara terhadap waktu pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Lumayan cepat dibandingkan sebelum di BPPT.

Bagaimana pendapat saudara terhadap biaya pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Biaya sesuai dengan yang ada di kwitansi BPPT.

Bagaimana pendapat saudara terhadap kompetensi petugas pelayanan perizinan
pada BPPT Kabupaten Berau ?

Bagus dan memahami serta meimnbern penjelasan kepada pemohon.

Bagaimana pendapat saudara terhadap perilaku petugas pelayanan perizinan pada
BPPT Kabupaten Berau ?

Mulai tahun 2009 saya mengurus izin di BPPT Kabupaten Berau ini dan salama
ini tidak ada kesulitan sama sekali, bahkan ketika saya sulit mengisi blanko,
petugas front office membantu mengisikan dengan informasi yang saya berikan.
Selain itu sebagian besar aparatur yang ada di BPPT santun dalam melayant
pemohon, bahkan pada saat itu ada serombongan pemohon yang marah-marah
karena izinnya tidak segera diterbitkan dilayani dengan ramah, malah dibenkan
makanan dan minuman di ruang iunggu.” Pendekatan personal yang dilakukan
oleh aparatur BPPT cukup baik, apabila dibandingkan dulu sebelum perizinan di
BPPT.
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Panduan Pertanyaan Penelitian Untuk Informan Eksternal

Identitas Responden

Nama / Umur responden : Juli Darmawan / 38
Pekerjaan . Swasta
Pendidikan . SMA

Pertanyaan Penelitian

. Jenis Pertzinan apa yang sedang diurus / dimohon

TMR pertokoan

Bagatmana menurut pendapatan anda tentang persyaratan perizinan yang
disyaratkan oleh BPPT Kabupaten Berau ?
Kebanyakan persyaratan.

Bagatmana pendapat saudara terhadap prosedur pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Beraun 7

Kurang jelas dan kurang transparan.

Bagaimana pendapat saudara terhadap waktu pelayanan perizman pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Masih sangat lambat terutama IMB.

Bagaimana pendapat saudara terhadap biaya pelayanan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Biaya sesuai dengan yang ada di kwitansi BPPT.

Bagaimana pendapat saudara terhadap kownpetensi petugas pelayanan perizinan
pada BPPT Kabupaten Berau ?

Ndak semua petugas mengerti teniang izin.

Bagaimana pendapat saudara terhadap perilaku petugas pelayanan perizinan pada
BPPT Kabupaten Berau ?

Cukup baik.
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8. Bagaimaha pendapat saudara terhadap pelayanan pengaduan perizinan pada BPPT
Kabupaten Berau ?

Pada awal bulan Agustus 2016 yang lalu kami mengajukan Izin Menduikan
Bangunan untuk rumah tinggal di daerah Teluk Bayur. Setelah semua blanko dan
persyaratan kami lengkapi, kami mendapatkan bukti penerimaan berkas lengkap
oleh petugas yang ada di bagian depan.

Kami menanyakan kira-kira berapa lama TMB kami dapat terbit, informasi dari
petugas bahwa IMB sedikit agak lambat antara 2 minggu sampai dengan 1 bulan.
Sebulan kemudian tepatnya pada pertengahan September 2016 kami menanyakan
kelanjutan permohonan IMB yang karni ajukan.

Dijawab petugas waktu itu untuk menunggu panggilan untuk peninjauan
lapangan.” Pada awal bulan November 2016 kami menanyakan kembali kenapa
belum ada respon dan permohonan IMB kami, selain itu juga kami menanyakan
kemana kami harus mengadukan permasalahan ini.

Petugas kemudian mengarahkan untuk bertemu dengan Kepala Pelayanan Umum.
Oleh kepala bidang akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pejabat yang
bersangkutan, kani Juninta menunggu informasi selanjutiya.

Setelah sebulan kami tidak mendapatkan informasi kejelasan terhadap
permohonan IMB kami, saya menghadap kembali ke kepala bidang pengaduan,
oleh kepala bidang disarankan untuk mengajukan kembali permohonan IMB.!
Kami sangat terkejut karena sudah sekian lama tidak ada tindak lanjut kok malah
disuruh mengajukan kembali permohonan ? pertanyaan saya sckarang terus
berkas kami kemana ?. Setelah dengan nada tinggi dan emosi yang tidak
tertahankan akhirnya kami berkeras untuk bertemu dengan Kepala BPPT. Kepala
BPPT saat itu memerintahkan kepada pejabat yang berwenang untuk hari itu juga
mencari berkas permohonan kami dan segera hari itu juga diproses”.
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